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ABSTRAK
Nama : A.Muhammad Azwad
Nim : 30600113198
Judul : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN (LEGISLATIF)
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DALAM  PENERAPAN SISTEM
PERIZINAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Tujuan permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan di daerah
adalah berkaitan dengan sistem perizinan. Pengaturan tentang perizinan di daerah
diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang tujuannya ditetapkan untuk
memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). Namun dalam
penerapannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan
suatu kajian tentang penerapan peraturan daerah khususnya peraturan daerah yang
berkaitan dengan sistem perizinan.
Metode Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polman, melalui pendekatan
teoritis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, sumber data yang dipergunakan
untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan politik
primer, bahan politik sekunder dan bahan politik. Analisis data dilakukan secara
Kualitatif yang ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berpikir deduktif
dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi,
serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan
oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.
Hasil penelitian menempatkan bahwa DPRD dalam otonomi daerah
berubah menjadi mitra sejajar pemerintah dan sekaligus pihak yang mengawasi
pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Polman dalam
penerapan sistem perizinan adalah dengan melakukan pembuatan produk
peraturan daerah dan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang
berkaitan dengan sistem perizinan. Hal ini dilakukan dengan semangat
kemandirian lokal dalam pembangunan dengan tujuan agar terciptanya
kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Komisi yang bertanggung jawab terhadap perizinan adalah Komisi C
DPRD Kabupaten Polman. Disarankan kepada DPRD Kabupaten Polman untuk
melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang sudah ada dan
kegiatan-kegiatan masyarakat Kabupaten Polman yang belum diatur dalam
peraturan daerah dan agar DPRD Kabupaten Polman segera menerbitkan
peraturan daerah terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum di atur dan
yang berkaitan dengan retribusi perizinan di Kabupaten Polman serta secara rutin
melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan
daerah yang akan dibuat dan peraturan daerah yang sudah ada.





Pelaksanaan hubungan kekuasaan antara pemerintahan pusat dan
daerah melahirkan adanya 2 (dua) macam organ pemerintahan di daerah,
yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. 1 Pemerintah daerah
adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri dalam rangka desentralisasi. Sedangkan pemerintah wilayah adalah
organ pemerintah pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi dekonsentrasi yang terwujud dalam bentuk
provinsi dan ibu kota Negara, kabupaten/kota, yang tentu saja tidak terkait
dengan kewenangan yang muncul dari otonomi daerah.
Asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi adalah
memberikan keleluasaan organ daerah otonom yang berhak mengurus
rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. 2 Dalam asas
desentralisasi terjadi penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah
pusat kepada pemerintahan daerah tentang urusan tertentu, sehingga
pemerintahan daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya, baik yang
meyangkut polisi, perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya.
Pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang
dilimpahkan agar menjadi urusan rumah tangganya sendiri.
1 Taliziduhu Ndraha, Metodologi Pemerintahan Indonesia,(Jakarta: PT. BINA AKSARA,
1981), hal.4.
2Afan Gaffar,Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Celeban Timur,2002),hal.19.
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Era globalisasi menghadapkan Indonesia pada suatu tuntutan untuk
melaksanakan pembangunan di segala bidang secara merata, 3 termasuk
juga menuntut kesiapan setiap daerah untuk mampu berpengawasan serta
didalmnya. Antisipasi Terhadap arus globalisasi ini diperlukan setiap
daerah, terutama berkaitan dengan peluang dan tantangan penanaman
modal asing di daerah dan persaingan global  di daerah. Hal ini mengenai
kekuasaan Sebagaimana di jelaskan Dalam QS Ali-Imran ayat /3.26
berbunyi,
 ُٓءﺎََﺸﺗ ﻦ ﱠﻤِﻣ َﻚۡﻠُﻤۡﻟٱ ُعِﺰَﻨﺗَو ُٓءﺎََﺸﺗ ﻦَﻣ َﻚۡﻠُﻤۡﻟٱ ِﻲﺗُۡﺆﺗ ِﻚۡﻠُﻤۡﻟٱ َﻚِﻠ َٰﻣ ﱠﻢُﮭﱠﻠﻟٱ ُِﻞﻗ
 ُٓءﺎََﺸﺗ ﻦَﻣ ﱡﺰُِﻌﺗَو ُۖٓءﺎََﺸﺗ ﻦَﻣ ﱡلُِﺬﺗَو ٞﺮﯾِﺪَﻗ ٖءۡﻲَﺷ ِّﻞُﻛ َٰﻰﻠَﻋ َﻚﱠِﻧإ ُۖﺮۡﯿَﺨۡﻟٱ َكَِﺪِﯿﺑ
Terjemahnya :
Katakanlah (Muhammad),Wahai Tuhan pemilik kekuasaan,
Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau
kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang
Engkau kehendaki. Engkau mulliakan siapapun yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki.
Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sungguh, Engkau
Mahakuasa atas segala sesuatu.4
Menurut Riwayat Tafsir Al-Misbah di Jelaskan Bahwa, ayat
tersebut terkandung peringatan sekaligus bimbingan bagi Rasulullah dan
umat ini untuk mensyukuri nikmat Allah Ta’ala, karena Dia telah
mengalihkan kenabian dari Bani Israil kepada Nabi yang berkebangsaan
Arab, bersuku Quraisy, yang ummi yang berasal dari Makkah, dan
penutup bagi seluruh Rasul secara mutlak, serta Rasul Allah yang diutus
3 Syarifuddin Jurdi,Ilmu Politik Profetik,(Lab,ILmu Politik UIN Alaudin Kampus II
Samata Gowa: PT. Gramasurya Yogyakarta, 2015),hal.20.
4 Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya QS Ali-Imran
ayat /3.26, (Semarang : Toha Putra, 2005),
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kepada seluruh umat manusia dan jin. Allah telah mengumpulkan dalam
dirinya berbagai kebaikan dari para Rasul sebelumnya serta memberikan
keistimewaan yang tidak diberikan-Nya kepada seorang Nabi dan Rasul
pun berupa pengetahuan mengenai Allah, syari’at, dan beberapa hal yang
ghaib; baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Selain itu, Allah
menyingkapkan kepada beliau hakikat alam akhirat, dan menyebarkan
umatnya ke seluruh belahan bumi di timur dan barat. Juga memenangkan
agama dan syari’atnya di atas semua agama dan ajaran-ajaran lainnya.
Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepadanya sampai
hari Kiamat kelak, selama malam dan siang masih tetap silih berganti.5
Sehubungan dengan hal kekuasaan di atas Rasulullah saw bersabda
sebagai berikut.
 : َلَﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر ﺮْﺨَﺻ ِﻦْﺑ ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ِﺪْﺒَﻋ َةَﺮْﯾَﺮُھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
 ُُﻜﺘْﯿَﮭَﻧ ﺎَﻣ : ُلُْﻮَﻘﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ َلْﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ ُﮫْﻨَﻋ ْﻢ
 َﻦْﯾِﺬﱠﻟا ََﻚﻠَْھأ ﺎَﻤﱠِﻧَﺈﻓ ،ُْﻢﺘْﻌََﻄﺘْﺳا ﺎَﻣ ُﮫْﻨِﻣ اُﻮْﺗَﺄﻓ ِِﮫﺑ ْﻢُُﻜﺗْﺮََﻣأ ﺎَﻣَو ،ُهُْﻮﺒَِﻨﺘْﺟَﺎﻓ
 يرﺎﺨﺒﻟا هاور) . ْﻢِﮭِﺋَﺎﯿِﺒَْﻧأ َﻰﻠَﻋ ْﻢُُﮭَﻓﻼِﺘْﺧاَو ْﻢِﮭِﻠِﺋﺎَﺴَﻣ ُةَْﺮﺜَﻛ ْﻢُﻜَﻠْﺒَﻗ ْﻦَﻣ
(ﻢﻠﺴﻣو
Artinya :
Dari Abu Hurairah, 'Abdurrahman bin Shakhr"Apa
saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah
kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu,
maka lakukanlah menurut kemampuan kamu.
Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu
adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi
mereka (tidak mau taat dan patuh)"HR. Bukhari dan
Muslim.6
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Lentera Hati, (Pisangan Ciputat: Cet; 1,
Muharram 1430/ Januari 2009), h. 61.
6 Hendra S. Sahih Bukhari Muslim, Hadist Yang Di riwayatkan Oleh Imam Bukhari dan
Imam Muslim, (Bandung:  Cet; 1, 2008), h. 9.
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Hadist Rasulullah saw diatas menjelaskan tetang kehancuran suatu
kaum yang tidak patuh dan taat aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.
Biarkanlah aku dengan apa yang aku diamkan, karena kehancuran
umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi
nabi-nabi mereka.
Otonomi daerah menjadi lebih leluasa dalam mengelola sumber
daya yang dimilikinya, dan memberi kesempatan tumbuhnya iklim yang
lebih demokratis di daerah. 7 Pemerintahan daerah adalah semacam
keleluasaan daerah dalam mewujudkan otonomi yang luas bertanggung
jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat.8 Prakarsa
dan aspirasi masyarakat, atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai
dengan kondisi, potensi dan keaneka ragaman daerah. Untuk itu,
pemerintah daerah perlu mempunyai keiginan sungguh-sungguh dan
kesiapan untuk mampu melaksanakan kebijakan otonomi daerah untuk
kepentingan rakyat daerahnya. Dalam QS An-Nisa/4.58 di terangkan
bahwa,
 ِسﺎﱠﻨﻟٱ َﻦَۡﯿﺑ ُﻢﺘۡﻤَﻜَﺣ َاذِإَو ﺎَﮭِﻠَۡھأ َٰٓﻰﻟِإ ِﺖ َٰﻨ ََٰﻣۡﻷٱ ْاوﱡدَُﺆﺗ َنأ ۡﻢُﻛُﺮُﻣَۡﺄﯾ َ ﱠ ٱ ﱠنِإ
 ٗﺮﯿَِﺼﺑ ﺎ َۢﻌﯿِﻤَﺳ َنﺎَﻛ َ ﱠ ٱ ﱠِنإ ۗٓۦِِﮫﺑ ﻢُﻜُﻈِﻌَﯾ ﺎ ﱠﻤِﻌِﻧ َ ﱠ ٱ ﱠنِإ ِۚلۡﺪَﻌۡﻟِﭑﺑ ْاﻮُﻤُﻜَۡﺤﺗ َنأ
Terjemahnya :
Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila
kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya
7 Afan Gaffar,Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Celeban Timur,2002),hal.191.
8 Undang Undang  No 32 tahun 2004 tentang  pemerintah daerah, lembaran Negara tahun
2004 No.125, tambahan lembaran Negara No 4437.
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kamu menetapkanya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-
baik yang  memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha
Mendengar Maha Melihat.9
Menurut M. Quraish Shihab Ayat di atas menjelaskan bahwa
pentingnya bagi setiap orang untuk senantiasa berperilaku  jujur dalam
hidup bermasyarakat serta menetapkan hukum yang memiliki nilai
keadilan, terlebih jika kita adalah seseorang pemimpin transparansi dalam
bentuk apapun itu sangat di harapkan agar menjauhkan dari persepsi
publik yang masing-masing memiliki pemikiran yang multi tafsir.10
Otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai suatu tuntutan
yang berupaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga
serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat.dengan demikian,
menurut James W. Fesler sebagaimana dikutip J. Kaloh, otonomi daerah
bukanlah tujuan tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan. 11
Lembaga Legislatif dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah atau (DPRD) sebagai salah satu institusi lokal dianggap sebagai
wahana untuk bisa memberdayakan masyarakat daerah dalam era
otonomi daerah.12 Sebelum era Reformasi, DPRD yang mewakili rakyat
daerah tidak berdaya menghadapi kekuatan pemerintah pusat dan kepala
daerah. Hal ini ditambah lagi dengan kenyataan bahwa DPRD bersama
9 Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang :
Toha Putra, 2005),  h. 87.
10 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Misbah, Lentera Hati, (Pisangan Ciputat: Cet; 1,
Muharram 1430/ Januari 2009), h. 580.
11J. Kaloh, Mencari bentuk otonomi daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan
lokal dan tantangan global ( Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 6-7.
12 Meriam Budiardjo,Dasar-Dasar Ilmu Poltik,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal.240.
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rakyat di daerah terpinggirkan dari berbagi proses pembangunan yang
sebenarnya menjadi haknya untuk terlibat dan melakukan kontrol.
Kehadiran Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang
pemerintahan daerah ( sebagai pelaksanaan amanat ketetapan MPR No
XV/MPR/1998 pada sidang istimewa MPR 1998) dan kemudian
digantikan oleh Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, dinilai dapat memberikan pembaharuan sistem pemerintahan
daerah di Indonesia, 13 sehingga diharapkan mampu memberikan
keleluasan bagi daerah dalam rangka menjalangkan rumah tangganya
sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat daerah.
Berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang-undang No 32 Tahun
2004, 14 DPRD  adalah mitra sejajar dari Kepala Daerah sebagai
pemimpin pemerintah daerah, Karena kedua lembaga ini merupakan
unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga secara
bersama-sama melaksanakan pemerintahan daerah.15
Fungsi utama DPRD berdasarkan pasal 41 Undang-undang No
32 Tahun 2004 adalah melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi
pengawasan, di samping melaksanakan fungsi anggaran. Berdasarkan
fungsi-fungsi tersebut, DPRD mempunyai tugas dan wewenang di
13 Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
14 Pasal 19 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 secara lengkap berbunyi: “penyelenggara
pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD”.
15 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), hal.105.
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berbagai bidang. 16 Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan
peraturan daerah (selanjutnya disebut dengan Perda), fungsi pengawasan
berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan
fungsi anggaran terkait dengan menetapkan anggaran daerah.17
Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dilaksanakan berdasarkan
kebijakan DPRD terhadap suatu permasalahan yang menyangkut
kepentingan dan aspirasi rakyat daerah. Sesuai dengan fungsinya,
kebijakan DPRD tidak hanya di untungkan dalam bentuk perda bersama-
sama dengan pemerintah daerah yang menjadi mitranya, tetapi juga
diimplementasikan dalam bentuk control terhadap pelaksanaan Perda
tersebut, beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh
pihak pemerintah daerah beserta segenap aparaturnya. Hal ini
disebabkan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah daerah, senantiasa
adalah untuk kepentingan rakyat daerah, sementara kepentingan rakyat
daerah diwakili oleh lembaga legislatif daerah. Salah satu pengaturan
dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 mengenai Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan hubunganya dengan Kepala Daerah dan
masyarakat daerah. Masyarakat daerah mempunyai perwakilan mereka
sendiri (overhead) yang mempunyai kelaluasaan berhubungan dengan
daerahnya.
16 Meriam Budiardjo,Dasar-Dasar Ilmu Poltik,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal.323.
17 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), hal.95.
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DPRD sebgai lembaga legislatif daerah turut mengambil
keputusan politik dan kebijakan-kebijakan untuk mengeksploitasi
sumber daya ekonomi lokal. Salah satu implikasi politik yang terjadi
dengan aman demen pasal 18 UUD 1945 dan berlakunya Undang-
undang No 32 Tahun 2004 adalah kesetaraan antara lembaga Legislatif
dan lembaga Eksekutif di daerah. Hal ini tentu juga terkait dengan
efektifitas pembangunan di daerah yang tentu tidak selamanya
menciptakan hubungan kausalitas yang memuaskan.
Kedudukan DPRD tetap merupakan mitra sejajar dengan Kepala
Daerah untuk tetap memelihara Check Balance antara DPRD dan kepala
daerah serta terpeliharanya efektifitas dan stabilitas pemerintahan
daerah.18
DPRD melaksanakan fungsi control resmi dari masyarakat
daerah serta pelaksanaan tugas Kepala Daerah sebagai Pemimpin
masyarakat Daerah. Hal ini berguna agar pemimpin pemerintahan di
daerah lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
daerahnya dibandingkan dengan kepentingan pejabat Politis atau
Birokratis, baik pada tingkat Atas maupun di daerahnya.
Salah satu permasalahan yang terjadi dalam proses pembangunan
di daerah adalah berkaitan dengan sistem perizinan. Kegiatan
pembangunan dan investasi di daerah terkait dengan pemberian
perizinan kepada pihak-pihak yang memerlukanya. Pemerintahan
18 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), hal.76.
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daerah, dimana DPRD merupakan salah satu unsurnya, mempunyai
kewenangan untuk menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
pemohon perizinan untuk memperoleh suatu izin yang diperlukanya.
Penetapan syarat-syarat ini tentu saja dimaksudkan untuk mencapai
sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan
yang diwujudkan dalam bentuk Perda.
Demikian juga halnya dengan pemerintahan daerah Kabupaten
Polman dimana DPRD Kabupaten Polman merupakan salah satu unsurnya,
mempunyai tugas dan kewenangan dalam pengaturan dan penerapan
perizinan guna mencapai sasaran pembangunan Daerah yang ingin dicapai.
Dalam kegiatan pembangunan yang sekarang sedang dilaksanakan di
Kabupaten Polman dalam berbagai sektor kehidupan perlu di telaah
kebijakan perizinan yang telah ditetapkan dan kontribusinya bagi
pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu kajian
tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD Kabupaten polman
dalam menetapkan pengaturan sistem perizinan yang harus di patuhi dan
dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan di Kabupaten Polman.
Kajian seperti ini penting dilakukan untuk mengetahui penelusuran dan
sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan posisi dan kedudukan DPRD di
bidang perizinan yang selama ini telah dilaksanakan, guna memperoleh
suatu hasil analisis yang dapat dipergunakan sebagai bahan politik, oleh
pihak Legislatif dalam menyongsong Era Globalisasi.
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Das sollen, di Indonesia Legislatif adalah badan pemerintah dengan
kuasa membuat hukum, Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu
parlemen, DPR (Indonesia), kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem
parlemen, Legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif.
Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang
sama dan bebas dari ekseutif.
Das sein  Secara teoritis, dalam sistem Presidensial dengan sistem
multipartai, para pakar politik sudah memperediksi adanya kemungkinan
terjadinya ketegangan politik antara legislatif dengan eksekutif yang dapat
menuju kearah terjadinya kebuntuan politik. Sebab dalam sistem Otonomi
daerah yang berlaku di Indonesia, membuat eksekutif sebagai yang
ditunjuk bertanggung jawab menerapkan hukum. Figur paling senior
dalam sebuah cabang eksekutif disebut kepala pemerintahan.
Alasan-alasan tersebut merupakan motifasi bagi penulis dalam
melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan (LEGISLATIF) Terhadap Pelayanan Publik Dalam
Penerapan  Sistem Perizinan Di Kabupaten  Polewali  Mandar“.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka masalah pokok
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Bagaimana kedudukan DPRD sebagai lembaga pengawasan dalam
pembuatan peraturan daerah ?
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2. Bagaimana pengawasan DPRD dalam penerapan sistem perizinan di
Kabupaten Polman ?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran
kepada segenap unsur dalam pelaksanaan kontrol DPRD terhadap
kebijakan pemerintah daerah Kab Polman dalam penerapan sistem
perizinan di daerah Polewali Mandar serta dapat bermanfaat bagi
pengembang ilmu politik khusunya dalam Fakultas Ushuludin Filsafat dan
Politik.
2. Kegunaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi bagi pemerintah
daerah dan DPRD dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan (Legislatif) Terhadap Pelayanaan Publik Dalam Penerapan
Sistem Perizinan Di Kabupaten Polewali Mandar.
D. Manfaat Penelitian
a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis
dalam bidang politik sebagai bekal bagi penulis dalam terjun kemasyarakat
nantinya.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang
akan melakukan penelitian terkait’’ kontrol legislatif terhadap kebijakan
pemerintah daerah kab polman tentang perizinan bangunan dan usaha di
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kabupaten polman provinsi Sulawesi barat’’ sekaligus membantu pihak
pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
G. Tinjauan Karya Terdahulu
Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis mengenai
judul ini maka ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian
terkait judul diatas yaitu:
1. Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta Tahun 2013 dengan Judul: ”Analisis Fungsi Pengawasan
Legislatif Terhadap Pemerintah DIY”.19 Bahwa dalam penulisan tersebut
bertujuan untuk memepelajari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh
lembaga legislative terhadap Pemerintah DIY. Sebagaimana diketahui
bahwa Yogyakarta adalah daerah yang berstatus “Daerah Istimewa” yang
berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini yang menarik dari daerah ini
adalah tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
dilakukan dengan cara penetapan. Selain itu, salah satu syarat yang
diberikan UU No. 13 Tahun 2012 adalah Gubernur dan Wakil Gubernur
tidak berasal dari partai politik. Oleh karena itu menarik untuk dikaji
bagaimana pola interaksi yang terjadi antara parlemen dan pemerintah
DIY dalam hal kegiatan pengawasab sebagai pelaksanaan prinsip Check
And Balances.
2. Tesis Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang
Tahun 2011. Dengan Judul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota
19 Irwandi Sido. dikutip  dari  abstrak skripsi jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013 dengan judul: Analisis Fungsi Pengawasan
Legislatif Terhadap Pemerintah DIY.”
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Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga Tahun 2010”.20 Dalam
tesis ini membahas tentang penyelenggaraan sistem otonomi daerah yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,
serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, Walikota
mempunyai wewenang yang tiggi untuk mengeluarkan kebijakan. Hal ini
menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah
yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah
juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang
mengharapkanagar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari
garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini: (1) mengetahui
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Salatiga
terhadap kebijakan Walikota Salatiga pada Tahun 2010, (2) mengetahui
kendala terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Salatiga dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, (3) mengetahui upaya-
upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi kendala.
3. Skiripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakrta Tahun
2012. Dengan Judul: Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap
Pemerintah Daerah Di Dalam UU NO. 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.21 Dalam penelitian ini membahas bahwa Dengan
20 Aulia Sobri Karim. Tesis  Jurusan  Hukum  dan  Kewarganegaraan  Universitas  Negeri
Semarang Tahun 2011. Dengan  Judul: Pelaksanaan  Fungsi  Pengawasan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah (DPRD) Kota  Salatiga  Terhadap  Kebijakan  Walikota  Salatiga.
21 Muhammad  Heru Waskita.  Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta Tahun 2012, Dengan Judul: Peran Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah
Daerah  Di Dalam UU NO. 32 TAHUN 2004 Tentang  Pemerintah Daerah.
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digantinya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
UU No. 32 Tahun 2004 menyebabkan perubahan mendasar terhadap peran
fungsional DPRD, terlebih terkait tentang fungsi pengawasan DPRD
terhadap Pemerintahan Daerah. Jika sebelumnya di dalam UU No. 22
Tahun 1999, ruang lingkup kewenangan DPRD dalam menjalankan peran
fungsionalnya sangatlah luas, namun di dalam UU No. 32 Tahun 2004
ruang lingkup kewenangan DPRD semakin “terbatas”. Hal ini dapat dilihat
pada materi perubahan pada UU No. 32 Tahun 2004. Pertama, DPRD
sudah tidak berwenang lagi untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Kedua, Kepala Daerah tidak lagi mempunyai kewajiban
untuk menyampaikan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah kepada DPRD, melainkan bertanggungjawab kepada
pemerintah pusat berdasarkan prinsip dekonsentrasi. Ketiga, DPRD tidak
berwenang lagi menolak pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal
pertanggungjawaban yang tidak disetujui DPRD. Keempat, pemerintah
pusat berwenang untuk mengevaluasi, menangguhkan, serta mencabut
Perda yang dibuat oleh DPRD bersama Kepala Daerah.
4. Skripsi Jurusan Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014.22
Dengan Judul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2009-2014
Terhadap Pengelola Aanggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
22 Ilham Fahma Setiawan. Jurusan Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Ilam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Dengan Judul:
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Periode 2009-2014 Terhadap Pengelolaan APBD
Kabupaten Subang.
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Kabupaten Subang. Dalam penulisan skripsi ini, penulia membahas
mengenai masalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD periode 2009-
2014 terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang, hambatan dan
pencapaian DPRD periode 2009-2014 dalam menjalankan pengawasan
terhadap pengelolaan APBD Kabupaten Subang dengan tujuan untuk
mengetahui hambatan dan pencapaian DPRD 2009-2014 dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD Kabupaten
Subang. Hal ini dilator belakangi adanya penyimpangan pelaksanaan
anggaran yang dilakukan DPRD atau bisa disebut dengan perbuatan
korupsi, berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat Kabuoaten
Subang.
5. Skripsi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung
2016. Dengan Judul: Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi
Perda No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di
Kabupaten Pringsewu.” 23 Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan
Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Pringsewu.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif
dengan subjek penelitian anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pringsewu,
Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah beserta Komite Sekolah. Teknik
pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi
dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji
23 Roy Kembar Habibi. ,Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas
Lampung 2016. Dengan Judul: Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap  Implementasi Perda
NOMOR 6 TAHUN 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan  Di Kabupaten Pringsewu.
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kredibilitas dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
fungsi pengawasan DPRD terhadap Implementasi Perda Nomor 6 Tahun
2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pringsewu
Terutama Komisi IV melakukan pengawasan secara langsung dan tidak
langsung, ditunjukkan dengan beberapa hasil penelitian ditunjukan dengan
beberapa pendapat yang menyatakan bahwa ada pengawasan dari Komisi
IV DPRD Kabupaten Pringsewu terkait pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pendidikan baik secara langsung dan tidak langsung.















































































































































































































Kebijakan merupakan suatu keputusan dalam upaya memecahkan
suatu permasalahan yang melibatkan banyak pihak. Sumberdaya yang
diperlukan pun tidak sedikit. Sehingga diperlukan suatu pertimbangan
yang serius dalam menentukan serta menetapkan suatu kebijakan-
kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tergolong
pada kebijakan bagi kepentingan umum. Dengan demikian kepentingaan
seluruh lapisan masyarakat akan ditentukan oleh Kebijakan tersebut.
Menurut Heinz dan Kennerth Prewitt, 24 kebijakan adalah suatu
keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah
laku dari mereka yang membuat dan mereka yang memenuhi keputusan
tersebut. Kebijakan sebagai suatu hasil keputusan dimaksud untuk
menyelesaikan suatu permasalahan.
Penyusunan kebijakan pada umumnya dilakukan melalui proses
yang panjang dan berkaitan dengan berbagai aspek, kepentingan dan
kewenangan. Suatu kebijakan biasanya diterima sebagai suatu hasil
keputusan bersama yang dikaitkan secara khusus dengan pembuatannya.25
24Riant Nugroho,Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang,(Yogyakarta:Pustaka
Pelajar Celeban Timur,2015), hal.105.
25 Sunoto, Analisis Kebijakan dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan Pelatihan
AnalisisKebijakan Bagi Pengelola Lingkungan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup,
(Jakarta : 1997), hal
10.
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Kebijakan (Policy) adalah suatu proses yang terdiri dari
serangkaian keputusan yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang lebih
luas dan banyak aspek, sehingga sumber kebijakan berasal dari banyak
pihak dengan berbagai kepentingan dan kewenangan.
Kewenangan yang menyangkut masalah perizinan didasarkan pada
pertimbangan bahwa di dalam negara yang sedang berkembang seperti
Indonesia sistem perizinan terjadi sebagai akibat dari kegiatan
pembangunan.
Sebagai penjabaran dari kebijakan tersebut Pemerintah
menuangkannya dalam instrumen izin yang digunakan oleh penguasa pada
sejumlah besar bidang kebijaksanaan. Ini terutama berlaku bagi hukum
lingkungan, hukum pengaturan ruang dan hukum perairan. Peraturan
tersebut merupakan perlindungan terhadap lingkungan terhadap kegiatan
manusia yang membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Perlindungan terhadap lingkungan ini semakin penting karena
seringnya terjadi pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup
sehingga selanjutnya dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu pemerintah
mengeluarkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan penerbitan izin
yang bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan kembali menata tata
hubungan secara berimbang dan serasi antara semua sub sistem dalam
keseluruhan ekosistem, dan juga mengatur hak, kewajiban dan wewenang
baik kepada warga negara maupun pemerintah.
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Di dalam berbagai sektor kebijaksanaan pemerintah dapat berdiri
secara berdampingan berbagai sistem izin dengan motif sejenis. Ini
berhubungan dengan perkembangan, terutama pada tahun-tahun terakhir,
bahwa di dalam bidang kebijaksanaan penguasa semakin banyak terjadi
pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan itu. Dengan demikian
timbul berbagai bidang bagian kebijaksanaan penguasa dengan sistem-
sistem izin yang juga berdiri bedampingan di dalamnya.
Satu contoh tentang ini ialah hukum lingkungan. Di bidang
kebijaksanaan ini terdapat berbagai undang-undang yang masing-masing
menyoroti aspek lain dari pengurusan lingkungan. Dalam hukum
lingkungan kita melihat misalnya sistem-sistem izin dalam “Wet
Chemische Afvalsoffen” dan “Afvalstoffenwet” dengan maksud
menyingkirkan secara tepat kategori; kategori limbah tertentu, dalam
undang-undang mengenai pengotoran udara untuk membatasi atau
mencegah pengotoran udara dalam undang-undang gangguan bunyi.26
Dengan demikian berarti, melalui instrumen izin dapat dijabarkan
kebijakan Pemerintah terhadap pengelolaan lingkungan, sehingga
instrumen ini juga berfungsi sebagai sarana preventif untuk menghindari
sebelum terjadi peristiwa yang menimbulkan kerusakan terhadap
lingkungan hidup.
26 Riant Nugroho,Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang,(Yogyakarta:Pustaka
Pelajar Celeban Timur,2015), hal.213.
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B. Sistem Perizinan
Pada dasarnya antara penguasa dan masyarakat terjadi suatu
hubungan timbal balik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada suatu
sisi masyarakat mempengaruhi penguasa dalam menjalankan tugasnya,
sementara pada sisi lain penguasa memberi pengaruh tertentu pada
masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat penguasa melaksanakan aneka
ragam, dimana tugas-tugas ini kadang kala dibedakan dalam tugastugas
mengatur dan tugas-tugas mengurus (Ordenende en verzorgende).
Tugas-tugas mengatur penguasa, terutama yang menyangkut
peraturan-peraturan
yang harus dipatuhi oleh para warga, contohnya mengenai hal ini adalah
keterlibatan penguasa dalam perkembangan tata ruang. Dalam rangka
tugas-tugas mengatur, penguasa memerintah dan melarang, dan ini
melahirkan sistem-sistem perizinan.
Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah, dimana dalam keadaan tertentu dapat
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. 27 Izin
adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi. Pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis
untuk mengemudikan tingkah laku para warga.
27 Spelt dalam Sri Sulistyawati, Beberapa Masalah Ketentuan Dalam Bidang Perizinan
dan Kaitannya Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pada Perusahaan Makanan Ternak PT
Charoen PokpHand dan PT Mabar Food di Kota Medan, Tesis, (Medan : Sekolah Pascasarjana
USU, 1995), hal.14.
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Izin merupakan keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang
dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup wajib disertai
dengan persyaratan persyaratan dan pertimbangan lingkungan. Pada
lazimnya izin mengenai kegiatan dampak penting terhadap lingkungan
dikenal dengan istilah izin lingkungan (environmental license).28
Menurut Mr. N. Speit yang disunting oleh Philipus M Hadjon
bahwa : Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuanketentuan larangan perundangan. Dengan
memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini
menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum
mengharuskan pengawasan khusus atasnya.
Dengan demikian izin merupakan sesuatu keputusan yang
diberikan oleh Pemerintah untuk memperkenankan seseorang yang
memohon untuk dapat melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jika dikaitkan dengan lingkungan hidup, Menurut Siti Sundari
Rangkuti, pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang
pembangunan yang berkelanjutan apabila adminstrasi pemerintah
28 Syamsul Arifin, Perkembangan Hukum di Indonesia, (Medan : USU Press, 1993), hal.
14.
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berfungsi secara efektif dan terpadu. 29 Salah satu saran yuridis
administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan
adalah sistem perizin. 30 Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan
(beschikking) penguasa, pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta
tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan
akan mengakibatkanterganggunya keseimbangan ekologis yang sulit
dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan
yang paling penting, karena melalui izin ini telah ditetapkan hak dan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si penerima izin, dan disesuaikan
dengan sektor-sektor yang terkait.
Adapun dalam Pasal 6 dari Undang-undang Nomor 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan, bahwa :
1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup.
2. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban
memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan
lingkungan hidup.
Selanjutnya Pasal 18 dari Undang-undang Nomor 23 tahun 1997,
menetapkan
bahwa :
29 Mr. N. M. Spelt & Prof. Mr. J. B. J. M. ten Barge, Pengantar Hukum Perizinan,
Disunting oleh Dr. Philipus M.Hadjon, SH, Utrecht Desember 1991, hal 3.
30 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional,
(Jakarta: Airlangga University Press, 1996, hal. 126
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1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai
dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan
persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak
lingkungan hidup.
Sebagaimana penjabaran dari ketentuan di atas, terdapat pula
dalam beberapa peraturan, antara lain di dalam Pasal 21 ayat (1) dari
Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian yang
menetapkan :
“Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan
kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan
pencemaran terhadap lingkungan akibat kegiatan industri yang
dilaksanakannya”.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan




Terdapatnya persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam hokum
positif dalam proses pemberian izin yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang, merupakan alasan penulis untuk mengkaji dan
menganalisanya sesuai dengan kondisi setiap pemerintah daerah yng pada
saat sekarang ini lagi giat-giatnya melakukan pembangunan dalam
berbagai sektor kehidupan.
Di dalam bidang Hukum Administrasi, mengenai perizinan ini
dapat dibedakan izin dalam arti sempit, dan bentuk-bentuk hukum lain
yang sejenis dengan izin ialah misalnya kewajiban melaporkan, penarikan
pajak, pengujian, perbolehan, perkenan, dan pemberian kuasa.
Izin dalam arti sempit adalah pengikatan aktivitas-aktivitas pada
suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat
undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk
menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur
tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya
dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan
pengawasan sekadarnya.
Contoh tentang hal ini ialah izin bangunan, melalu izin ini,
larangan membangun bagi pemohon ditiadakan, sejauh menyangkut
bangunan yang diuraikan dengan jelas dalam permohonan. Sehingga
dengan adanya izin yang diberikan oleh Pemerintah secara hukum telah
31 Syamsul Arifin, Perkembangan Hukum Lingkungan Dewasa Ini, (Medan : USU Press,
1995), hal. 101.
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menimbulkan akibat hukum bagi si pemohon izin, berupa hak dan
kewajiban.
Pada prinsipnya dalam pengertian izin (dalam arti sempit) ialah
suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar
dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.
Melalui sistem perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah,
pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan, antara lain :
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
(misalnya izin bangunan).
2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
3. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin tebang; izin membongkar
pada monumen-monumen tertentu.
4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghunian di daerah
pada penduduk);
1. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang aktivitas-aktivitas (izin
berdasarkan “Drank-en Horecawet”, dimana pengurus harus memenuhi
syarat-syarat tertentu.
Izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk
mempengaruhi (hubungan dengan) para warga agar mau mengikuti cara
yang dianjurkan guna mencapai tujuan kongkrit. Tujuan ini tidak
senantiasa dapat segera ditemukan kembali dalam ketentuan-ketentuan
sistem izin bersangkutan. Namun kadangkala ia dapat disimpulkan dari
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konsiderans undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut,
atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.
Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas larangan, persetujuan
(dispensasi) yang merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-
ketentuan yang berhubungan dengan izin. Larangan dan wewenang suatu
organ pemerintah untuk menyimpang dari larangan dengan memberi izin
harus ditetapkan dalam suatu peraturan undang-undang. Norma larangan
diuraikan secara abstrak menunjukkan tingkah laku mana yang pada
umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran norma ini biasanya dikaitkan
dengan sanksi-sanksi hukum administrasi atau sanksi-sanksi hukum
pidana. Kemudian jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan sistem perizinan mempunyai beberapa tujuan, yaitu :
1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-aktivitas
tertentu (misalnya izin bangunan) mencegah bahaya bagi lingkungan
(izin lingkungan).
2. Untuk melindungi objek-objek tertentu hendak membagi benda-benda yang
relative sediikt, (misalnya : izin penghunian di daerah padat penduduk).
3. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana
pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
Jadi izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk
mempengaruhi hubungan para warga agar mau mengikuti cara yang
dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Instrumen izin ini
digunakan oleh penguasa pada sejumlah tujuan yang konkret. Instrumen
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izin ini digunakan oleh penguasa pada sejumlah kebijaksanaan
kebijaksanaan tertentu, terutama berlaku bagi hukum lingkungan, hukum
tata ruang, dan juga hukum perairan, hukum administrasi sosial ekonomi,
budaya dan kesehatan, pemberian izin merupakan hal yang sangat
penting.32
D. Otonomi Daerah
Secara etimologis kata otonomi berasal dari bahasa Latin “Autos”
yang berartisendiri dan “Nomos” yang berarti aturan. Menurut Amarah
Muslimin dalam Syahrizal (2002), otonomi termasuk salah satu dari azas-
azas umum pemerintahan negara, dimana pemerintahan suatu negara
dalam pelaksanaan kepentingan umum untuk mencapai tujuan.
Otonomi Daerah dimulai pada tanggal 01 Januari 2001 melalui
Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
diubah menjadi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
merupakan landasan konstitusional otonomi daerah, undang-undang ini
telah memberikan perubahan-perubahan yang mendasar bagi
perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya bagi
pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya. Hal ini disebabkan, bahwa
otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang luas, nyata dan
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan
dalam produk hukum daerah. Dalam melaksanakan semangat tersebut
32 M. Abduh, Profil Hukum Administrasi Negara Indonesia (HANI) dikaitkan dengan
Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), (Medan : USU, 1998), hal.
12.
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menuntut adanya transparan dari segala kegiatan yang akan dilakukan baik
berupa peraturan maupun prosedur dari semua kegiatan yang ditetapkan
sesuai dengan potensi dan sektor-sektor yang terkait.
Otonomi daerah adalah kewenangan otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (Pasal 1, h). Dengan demikian, otonomi daerah pada prinsipnya
adalah pemberian otonomi kepada rakyat suatu daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan kata lain, otonomi
berarti bahwa kekuasaan dan proses pembuatan keputusan didekatkan
kepada rakyat, yaitu pihak yang akan dikenai keputusan sebagai objek
kekuasaan sekaligus yang diminta membiayai kekuasaan serta keputusan-
keputusannya. Rakyat adalah objek sekaligus sponsor tunggal bagi
beroperasinya kekuasaan politik.
Otonomi daerah berarti telah terjadi pergeseran paradigma sistem
pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini akan
membawa implikasi dan komitmen yang luas terhadap penyelenggaraan
sistem pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan
Daerah. Kebijakan ini telah memberikan semangat reformasi dan
demokratisasi yang kuat.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan
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perundang-undangan. Prinsip otonomi daerah ini memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara
proporsional diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan
sumberdaya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan
prinsip-prinsip demokratisasi, Pengawasan serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Kewenangan otonomi daerah yang luas adalah keleluasaan daerah
yang diberikan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan
yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali mengenai luar negeri,
pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta
kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan melalui dari
perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada dasarnya merupakan
penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan
negara secara vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Namun betapapun keleluasaan itu diberikan, tidak dapat diartikan adanya
kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (absolute
onafhankelijkesheid) untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya
menurut kehendak tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah lain dan
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kepentingan nasional dalam ikatan negara kesatuan. Pelaksanaan dan
penerapan otonomi daerah diletakkan dalam kerangka Kesatuan Negara
Republik Indonesia, maka segala implementasi dan konsekuensinya harus
senantiasa tunduk pada prinsip Negara Kesatuan. (E. Koswara, 2000). Hal
ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang
menyebutkan “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang
bersifat staat juga”. Dalam penyelenggaraan otonomi luas, urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak bila
dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang
pemerintah pusat.33 Menurut Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 beserta penjelasannya, urusan pemerintahan yang sepenuhnya
tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:
a. Politik luar negeri, yakni urusan pengangkatan pejabat diplomatik dan
menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga
internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian
dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan
sebagainya.
b. Pertahanan, adalah misalnya mendirikan atau membentuk angkatan
bersenjata, menyatakan damai dan Pengawasan, menyatakan negara atau
sebagian negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan
33 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15.
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sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk
wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara, dan sebagainya.
c. Keamanan, adalah misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian
negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang
yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang
kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya.
d. Yustisi, adalah misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat
hakim danjaksa, mendirikan Lembaga Pemasyarakatan, menetapkan
kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti,
abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pengganti undang-undang,
peraturan pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain
sebagainya.
e. Moneter dan fiskal nasional, adalah misalnya mencetak uang dan
menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter/fiskal,
mengendalikan peredaran uang, dan lain sebagainya.
f. Agama, adalah misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku
secara nasional, memberi hak pengakuan terhadap keberadaan suatu
agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan
keagamaan, dan sebagainya.
Selain keenam urusan pemerintahan yang telah diuraikan di atas,
sisanya menjadi wewenang pemerintah daerah. Daerah dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan apa saja selain 6 (enam) bidang
yang telah dikemukakan di atas, asal saja daerah mampu
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menyelenggarakannya, dan punya potensi untuk dikembangkan guna
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan pembatasan urusan
pemerintahan pusat tersebut, maka urusan yang dimiliki oleh pemerintah
daerah menjadi tidak terbatas. 34 Hal ini berarti, pemerintah daerah
menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah berdasarkan
asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun demikian dalam
pelaksanaannya, urusan pemerintahan di bidang apapun di luar urusan
yang merupakan urusan pemerintah pusat harus terlebih dahulu diusulkan
oleh pemerintah daerah dan diverifikasi oleh pemerintah pusat. Urusan
yang diusulkan oleh pemerintah daerah baru dapat dilaksanakan setelah
mendapat pengakuan dari pemerintah pusat atas verifikasi yang
dilakukannya tersebut.
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan
daerah ada yang bersifat concurrent, yaitu urusan pemerintahan yang
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada setiap
urusan yang bersifat concurrent senantiasa ada bagian urusan yang
menjadi wewenang pemerintah pusat dan ada bagian urusan yang
diserahkan kepada pemerintah provinsi, dan ada pula bagian urusan yang
diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
34 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.17.
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Mengingat begitu luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah
dan begitu banyak urusan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah
daerah, Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 membagi
semua urusan tersebut atas dua
kelompok, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan pemerintahan wajib secara nasional adalah urusan yang
sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan warga negara,
antara lain:
a. perlindungan hak konstitusional;
b perlindungan kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat,
ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian
internasional.
Hal yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan
dasar, kesehatan,
perumahan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar.
Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004,
urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan provinsi merupakan
ukuran skala provinsi yang
meliputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
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c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan, dan alokasi sumber daya manusia
potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, termasuk
lintas kabupaten/kota;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan, termasuk lintas kabupaten/kota;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas
kabupaten/kota;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004, urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang
berskala kabupaten/kota yang meliputi :
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a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan;
g. penanggulangan masalah sosial;
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
j. pengendalian lingkungan hidup;
k. pelayanan pertanahan;
l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
n. pelayanan administrasi penanaman modal;
o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.
Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang terkait erat
dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.35 Dengan demikian, urusan
pemerintahan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada
di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang
35 Taliziduhu Ndraha, Metodologi Pemerintahan Indonesia,(Jakarta: PT. BINA
AKSARA, 1981), hal.47.
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bersangkutan, seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan,
kehutanan dan pariwisata.
Paling tidak ada 4 (empat) alasan mengapa perlunya pemerintahan
di daerah, yaitu :
1. Alasan historis mengenai eksistensi pemerintahan daerah pada masa
pemerintahan
kerajaan serta yang pernah dipraktekkan di masa penjajahan kolonial. Juga
sistem kemasyarakatan yang memang ada di negeri ini, seperti nagari,
kampong dan sebagainya.
2. Alasan situasi dan kondisi wilayah Indonesia yang merupakan gugusan
kepulauan, terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil yang memerlukan
pembinaan. Oleh karena itu adanya pemerintahan di daerah dipandang
sebagai langkah yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara.
3. Alasan keterbatasan pemerintahan, pemerintah tidak dapat menangani
semua urusan pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat
yang mendiami ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke
sehingga pelaksanaannya diperlukan Pengawasangkat pemerintahan di
daerah.
4. Alasan politis dan psikologis, dalam kerangka negara kesatuan dan
menjaga kekompakan/keutuhan masyarakat di daerah atau wilayah,
masyarakat perlu memilih pemerintahannya sendiri. Hal ini sekaligus
dapat memberi kesempatan kepada daerah untuk berpengawasan sera
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dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi.
Otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan berdasarkan kepada atas 4
(empat) yaitu :
1. Aspek politik, yaitu untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan
aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, maupun untuk
mendukung politik dan kebijakan pemerintahan dalam kerangka
pembangunan dan demokrasi.
2. Aspek manajemen pemerintahan, untuk memberdayakan penyelenggaraan
pemerintahan memberikan serta memberikan pelayanan kebutuhan
masyarakat.
3. Aspek kemasyarakatan, meningkatkan partisipasi dan kemandirian
(empowerment).
4. Aspek ekonomi pembangunan, agar pelaksanaan program pembangunan
dapat dibarengi dengan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bahwa otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada
Kabupaten/Kota pada hakikatnya merupakan residu dari kewenangan yang
dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sedangkan rincian dan residu
yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman
kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas hokum yang terdapat dalam praktek
ketatanegaraan di Indonesia.
Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan
berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme.
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Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani
oleh pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan
dan keamanan, peradilan, moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan
yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pusat, seperti
kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional, administrasi
pemerintahan, badan usaha milik negara, dan pengembangan sumber daya
manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pusat disebutkan secara
spesifik dan limitatif dalam undangundang tersebut.
Adapun otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata
dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru
berada pada pusat (seperti pada negara federal); disebut nyata karena
kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan,
tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah; dan disebut
bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus
diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta
pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar
daerah. Di samping itu, otonomi seluas-luasnya (keleluasaan otonomi)
juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam
penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah
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otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan
pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumberdaya manusia.
Berkaca dari banyak negara, usaha-usaha peningkatan
kesejahteraan masyarakat oleh banyak negara dilakukan dengan
menggunakan otonomi sebagai sarana. Terdapat lima macam otonomi
yang diterapkan oleh banyak negara di dunia, yaitu : otonomi organik atau
rumah tangga organik, otonomi formal, otonomi materiil, otonomi riel,
serta ekonomi nyata yang bertanggung jawab dan dinamis.
Desentralisasi kekuasaan kepada daerah disusun berdasarkan
pluralisme daerah otonom dan pluralisme otonomi daerah. Daerah otonom
tidak lagi disusun secara bertingkat (Dati I, Dati II dan Desa sebagai unit
administrasi pemerintahan terendah) seperti pada masa orde baru,
melainkan dipilah menurut jenisnya, yaitu daerah otonom provinsi, daerah
otonom kabupaten, daerah otonom kota, dan kesatuan masyarakat adat
(desa atau nama lain) sebagai daerah otonom asli. Jenis dan jumlah tugas
dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom (otonomi daerah)
tidak lagi bersifat seragam seluruhnya, hanya yang bersifat wajib saja yang
sama sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada
daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota untuk memilih jenis
dan waktu pelaksanaannya. Perbedaan masing-masing daerah otonom
kabupaten/kota tidak saja terletak pada jenis kewenangan pilihan yang
ditanganinya, karena bila belum mampu menanganinya maka jenis
kewenangan itu untuk sementara dapat diurus oleh provinsi.
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Perbedaan setiap daerah otonom propinsi terletak pada status
masing-masing propinsi (daerah khusus/istimewa atau biasa), dan apakah
terdapat kabupaten/kota dalam
wilayah propinsi itu yang belum mampu menangani semua jenis
kewenangan wajib tersebut. Di Indonesia dikenal tiga propinsi yang
berstatus khusus, yaitu DKI Jakarta (khusus karena ibukota negara),
Daerah Istimewa Aceh (dalam hal sejarah, adat istiadat dan agama) dan
Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam hal sejarah dan kepemimpinan
daerah).
Mengenai masyarakat adat otonomi mengembalikan
kewenangannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa dan
kesatuan masyarakat adat lainnya itu diakui sebagai memiliki otonomi asli,
yaitu tugas dan kewenangan yang lahir berdasarkan adat istiadat, sejarah
dan tradisi masyarakat tersebut.
Desentralisasi haruslah dipahami sebagai lawan dari sentralisasi.
Dengan demikian desentralisasi dapat dijelaskan sebagai bentuk
penyerahan kewenangan pusat kepada daerah baik aspek legislatif,
yudikatif maupun administratif. Undang-undang otonomi daerah
mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan pemerintahan
dari pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka negara kesatuan.
Dengan demikian adanya desentralisasi memudahkan bagi penyelenggara
pemerintahan di daerah dalam mengambil keputusan, sehingga
profesionalisme menjadi sesuatu yang penting.
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E. Tuntutan Otonomi Daerah Dalam Pembangunan
Pemerintah pusat semasa Orde Baru berdasarkan UU No.5 Tahun
1974 melakukan upaya-upaya besar guna mewujudkan suatu sistem
hubungan yang mantap dan menyeluruh antara pusat dan daerah. Sistem
ini dirancang khusus guna memberikan kepada daerah sejumlah
pengambilan keputusan dan otonomi yang memadai, akan tetapi dengan
tetap dapat menjamin kontrol pusat atas seluruh wilayah negara.36
M. Ryaas Rasyid, menyatakan bahwa sistem otonomi daerah yang
luas, nyata dan bertanggung jawab, dalam prakteknya justeru
mengakibatkan pemerintah pusat di masa Orde Baru secara terus menerus
mengekploitir semua sumber daya di daerah di bawah satu sistem
kekuasaan yang oligarkhis dan cronys. 37 Ketergantungan masyarakat
terhadap pemerintah (pusat) pada era orde baru, berdampak pada
ketidakberdayaan rakyat dalam mencoba mengekspresikan aspirasinya.
Era Reformasi melahirkan aspirasi yang kuat dari seluruh elemen
bangsa Indonesia menuntut perbaikan dalam segala bidang kehidupan
bangsa dan negara. Salah satu substansi tuntutan reformasi yang makin
meluas ruang lingkupnya adalah desakan untuk melakukan perubahan
terhadap sistem pemerintahan daerah, karena dianggap merupakan salah
satu sumber ketidakadilan di bidang politik dan pemerintahan.
Perkembangan masalah pemerintahan daerah ini kemudian menjadi sering
36 M. Ryaas Rasyid,Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,(Yogyakarta: Pustaka
Pelajar Celeban Timur,2002),hal.233.
37 Syarifuddin Jurdi,Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia,(Jakarta:  PT. Fajar
Interpratama Mandiri, 2016), hal.180.
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dibicarakan, baik pada forum legislatif, pada tataran akademisi dan praktisi
maupun pada cabinet pemerintahan.
Sistem yang sarat dengan nuansa sentralisasi dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974, yang selama puluhan tahun dipraktekkan
oleh rezim Orde Baru, telah membawa akibat buruk. Sistem ini dinilai
telah menghambat proses demokratisasi pemerintahan, termasuk di
daerah.38 Nuansa sentralistik ini tampak jelas dalam ketentuan-ketentuan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Misalnya ketentuan Pasal 1 yang
menyatakan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah bersama-sama
dengan DPRD, sehingga dengan ketentuan ini DPRD tidak mandiri dalam
melaksanakan fungsi legislasi dan kontrolnya terhadap Kepala Daerah.
Lebih dari itu, ketentuan lainnya mengatur bahwa Kepala daerah tidak
bertanggungjawab kepada DPRD, tetapi kepada Presiden bagi Daerah
Tingkat I dan kepada Menteri bagi Daerah Tingkat II, sehingga fungsi
kontrol DPRD menjadi lemah dihadapan Kepala Daerah.
Pada awalnya, derasnya tuntutan otonomi daerah lebih merupakan
dampak dari pertumbuhan ekonomi ketimbang tuntutan demokrasi lokal.39
Efektifitas dan efisiensi daerah yang otonom, kemudian berkembang
menjadi sebuah paradigma dalam pembangunan dan penstrukturan
pemerintah pusat. Secara implisit, otonomi daerah pada dasarnya
merupakan penolakan atau perlawanan terhadap paradigma pembangunan
38 M. Ryaas Rasyid, (I), Memperkuat Otonomi Daerah Mendorong Demokrasi, (Jakarta :
Internastional Idea, 2001), hal.196.
39 Meriam Budiardjo,Dasar-Dasar Ilmu Poltik,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2008), hal.334.
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yang bersifat sentralistik, yang sarat dengan muatan ketergantungan
(dependency). Secara ideologis, otonomi daerah merupakan salah satu
wujud penolakan atau perlawanan terhadap sosialisme kekuasaan menjadi
liberalisme. Penganut paham sosialisme menekankan pada sentralisme
kekuasaan, sebaliknya penganut paham liberalisme menekankan pada
distribusi kekuasaan ke daerah-daerah, yang kemudian dikenal dengan
istilah daerah otonom. Seperti halnya Amerika Serikat, otonomi daerah
yang diwujudkan dalam bentuk negara-negara bagian, bermaksud
menciptakan kontrol masyarakat daerah terhadap pemerintah nasional
(negara federal) melalui organisasi rakyat atau organisasi negara bagian.
Dengan kondisi yang sekarang ini, demokrasi lokal tentu akan
sukar terwujud atau dengan sendirinya tentu akan menyulitkan dalam
kesiapan mengimplementasikan agenda otonomi daerah. Selama ini
pemerintahan orde baru yang sifatnya sentralistik, melahirkan kekuatan-
kekuatan yang melembaga secara tradisional pada tingkat lokal, yang pada
era Reformasi ingin dihancurkan. Keadaan tersebut selalu diartikulasikan,
misalnya, dalam fase Pusat-Daerah, Jawa-luar Jawa, juga kaya-miskin,
pintar-bodoh, dimana ketidakadilan dan pemasungan semangat pemerintah
lokal terus berlangsung sebelum keluarnya UU No. 22 Tahun 1999. Pola-
pola hubungan inilah yang merefleksikan konfigurasi hubungan pusat
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daerah. Menurut J. Kaloh, ada tiga pola hubungan yang terkristalisasi dari
keadaan selama ini, yaitu:40
1. Zero sum game, dimana derajat ketahanan Daerah ditentukan oleh Pusat;
2. Positive sun game, dimana diterapkan win-win solution karena Pusat dan
Daerah berada dalam derajat yang sama dan cenderung memecahkan
masalah Pusat-Daerah dengan dialog;
3. Negative sum game, pola ini terbangun karena menurunnya posisi tawar-
menawar Pusat seiring dengan menurunnya kapasitas dan legitimasi
kekuasaan yang dimilikinya.
Pada sisi lain tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang
sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi
dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian,
menurut James W. Fesler sebagaimana dikutip J. Kaloh, otonomi daerah
bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh menyangkut sistem
pemerintahan, sejak kemerdekaan pada intinya adalah memusatkan
perhatian pada normalisasi, pemulihan situasi yang aman, dan
penumbuhan suatu pemerintahan yang kuat, bersatu dan efisien.41 Untuk
memprioritaskannya pemerintah pusat berusaha dengan keras
membirokrasikan pemerintahan dan mempersiapkan program-program
pembangunan nasional dengan berpegang teguh pada kebijaksanaan yang
40 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan
Lokal dan tantangan Global, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 12.
41 Taliziduhu Ndraha, Metodologi Pemerintahan Indonesia,(Jakarta: PT. BINA
AKSARA, 1981), hal.50.
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menampik faktor-faktor etnis. Pemerintah pusat lebih menyukai
“pendekatan nasional” untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
timbul.42 Pemerintah pusat senantiasa berusaha menempuh kebijaksanaan
yang bersifat menyeragamkan bentuk penyelesaian masalah, tanpa mau
mempertimbangkan kekhususan yang dimiliki oleh masyarakat di suatu
daerah.
Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak disukai oleh
masyarakat di daerah karena kurangnya pengertian dan penghargaan
kepada daerah. Keadaan ini menimbulkan langkah-langkah menghendaki
otonomi yang lebih luas di pelbagai provinsi.
Selama ini produk-produk hukum lebih mengedepankan dominasi
kepentingan pusat daripada kepentingan pemerintah daerah. Pada era
reformasi telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan
ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem
demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan
paradigma tersebut tentu saja berdampak terhadap pemerintahan daerah.
Rakyat pada era reformasi menginginkan peraturan perundangundangan
mengenai otonomi daerah yang mantap dan menjanjikan bagi bangsa
Indonesia, khususnya bagi pemerintah daerah.
Berikut ini skema dari pembuatan Peraturan Daerah yang
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Polman sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :
42 M. Ryaas Rasyid, (I), Memperkuat Otonomi Daerah Mendorong Demokrasi, (Jakarta :
Internastional Idea, 2002), hal..
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Berdasarkan penulisan tinjauan teoritis dan konseptual di atas
maka model bagan atau kerangkanya sebagai berikut:

















A. Jenis dan lokasi penelitian
Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini  adalah penelitian
kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data-data dekskriptif yang berasal dari aktifitas dan perilaku
dalam kegiatan masyarakat. Metodologi penelitian kualitatif dibedakan
dengan penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak
mengandalkan bukti, berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau
metode statistik. 43
Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan
bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya,
alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kualitatif, dan memberikan
gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang
berkenaan dengan masalah yang diteliti, kususnya tentang, saya ingin
mengetahui  bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (LEGISLATIF)
Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Perizinan Di
Kabupaten Polewali Mandar. Tetang seperti apa sertifikasi kelayakan
bangunan dan sertifikasi kelayakan jaringan seperti listrik, air bersih, dan
konstruksi layak bangunan dan lain-lain. adapun penelitian lapangan yaitu
menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara
dengan informasi yang terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan
43 Deddy Mulyana. Metodologi Penelitian Kualitatif: paradigm a Baru Ilmu
Komunikasi Dan Ilmu Sosial (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2004), h. 150.
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ruang lingkup tertentu. Data didapat dengan penelitian langsung ke lokasi
penelitian. 44
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di DPRD dan pemerintah daerah (PEMDA)  yang
terkait di kabupaten Polewali Mandar. Pemilihan lokasi tersebut
didasarkan dengan pertimbangan bahwa di kabupaten Polewali Mandar,
saya ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
(LEGISLATIF) Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem
Perizinan Di Kabupaten Polewali Mandar.
B. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data yang diperoleh dengan menggunakan observasi langsung dan melalui
wawancara dengan anggota DPRD dan PEMDA di Kabupaten Polewali
Mandar.
b. Data Skunder
Data yang diperoleh dari buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang ada
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.
c. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang diperoleh maka dilakukan teknik
wawancara dan interview, Dan Dokumentasi.
d. Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan baik data primer maupun
skunder akan di analisis secara kualitatif  yaitu data dilakukan dengan
44 Deddy Mulyana.  Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu
Komunikasi Dan Ilmu Sosial, h. 150.
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menelaah seluruh data dari berbagai sumber yang ada seperti interview
dan observasi.
C. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Observasi (pengamatan)
Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilapangan
untuk mengetahui kondisi objektif di seputar lokasi penelitian di Kabupaten
Polman teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
nonpartisipasi, yaitu  penelitian tidak terlibat secara langsung didalam
aktivitas subjek observasi. Yang dituju adalah Pelaksanaan Fungsi
Pengawasan (LEGISLATIF) Terhadap Pelayanan Publik Dalam Penerapan
Sistem Perizinan Di Kabupaten Polewali Mandar.45 Dalam penelitian ini
Saya mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu,(DPMPTSP), disana saya harus mewawancarai beberapa kepala
bagian yang menangani prosedur apa-apa saja yang harus disiapkan untuk
masyarakat membuat permohonan,izin. Dalam penelitian ini Saya harus
mendatangi kantor DPRD Polman, dan mewawancarai 2 komisi yaitu,
komisi 3 yang menangani pengawasan dalam penertiban Izin, dan Komisi 2
yang menangani masalah (BANGGAR) atau Badan Anggaran yang dimana
45 Bambang Waluyo. Penelitian Hukum dalam Praktek (Cet.IV; Jakarta: SinarGrafika,
2008), h. 15.
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itu penting diketahui sebagai bagian dari proses. Dan selanjutnya saya
mendatangi Kantor Dinas terkait, Seperti Kantor Dinas PU, dan Tarkim,
untuk Pengamatanya, saya harus  melihat proyek yang dikerjakan
Pemerintah Kabupaten Polman, sesuai tidak aturan yang sudah ditetapkan
Daerah Kabupaten Polman.
b.  Wawancara  (interview)
Wawancara ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Polman dan Anggota DPRD Kabupaten Polman sebagai informan, dan ada
beberapa informan yang di wawancara pada saat dilokasi penelitian yaitu,
kepala Bidang DPMPTSP bagian informasi, pengaduan dan pendaftaran,
Kepala Bidang DPMPTSP bagian Pengolahan dan Penetapan, dan
Sekertaris DPMPTSP sebagai yang mengetahui struktur organisasi dan
fungsi-fungsi kepala bagian. Adapun  Dinas yang terkait sebagai informan
yaitu, Dinas PU, dan Dinas Tarkim, sebagai Instrumen yang berkaitan
dengan masalah penerbitan Izin Di Kabupaten Polman. Dalam hal ini
DPRD Kabupaten Polman yang di wawancara yaitu, Komisi 2, yang
membahas masalah Anggaran, dan Komisi 3 yang membahas masalah
Izin. Alasan peneliti memeilih informan di atas karena berkaitan dengan
judul skripsi saya yaitu, Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap
Pelayanan Publik Dalam Penerapan Sistem Perizinan Di kabupaten
Polman. Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk
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memperoleh informasi dari informan.46 Teknik wawancara ini digunakan
untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak
informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti
mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh
informan. bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah
bentuk pertanyaan yang berstruktur mengunakan pedoman wawancara
seabagai berikut:
No.
Fokus Sub Fokus Pengembang Wawancara






































































Adapun instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah
peneliti sendiri dan dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul
data utama, sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan
dengan informan atau objek lainya, dan hanya manusialah yang
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mengetahui kaitan-kaitan antara suatu data dengan data yang lain
dilapangan. 47 Peneliti sebagai humant instrument berfungsi mentapkan
fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data.melakukan
pengumpulan data, dan menilai kualitas data, analisis data dan membuat
kesimpulan dari hasil temuanya. Sebagai upaya untuk memperoleh data
mengenai masalah yang diteliti, peneliti akan mengunakan seperangkat
instrumen dalam bentuk pedoman wawancara terstruktur, pedoman
observasi, dokumentasi berupa kamera dan alat recording untuk
mengumpulkan informasi terkait dengan fungsi pengawsan legislatif
terhadap pemerintah kabupaten polman Sulawesi barat.48
Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam
hal ini dinataranya adalah:
a. Fungsi legislatif
Di mana dalam penjelasan yang telah di uraikan sebelumnya
legislatif merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan
Perwakilan Rakyat  (DPR) yang didalamnya terdapat kewenangan bagi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembuatan undang-undang yang
dilaksanakan bersama kepala daerah.
b. Tujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
47 Lexy J. Moleong. Metodeologi  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2009), h. 186.
48 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan  R & D (Cet. IV:
Bandung : Alfabet,2009), h. 320.
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Setiap lembaga yang berdiri baik yang dibentuk oleh pemerintah
maupun masyarakat tentunya memiliki tujuan dan fungsi sebagai apa dan
digunakan untuk apa terkait dengan tujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertujuan untuk
menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat.
c. Implementasi Fungsi Legislatif
Setelah kita tau bahwa salah satu dari ketiga fungsi yang dimiliki
anggota Dewan perwakilan Rakyat (DPR) adalah pembuatan undang-
undang atau legislatif maka selanjutnya bagaimana tindakan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi legislatif
yang ia miliki itu dalam melahirkan suatu kebijakan yang membawa
dampak positif bagi perkembangan dan kesejahteraan rakyat daerahnya.
d. Penghambat Fungsi Legislatif
Adapun alasan mengapa dalam pelaksanaan fungsi legislatif tidak
berjalan dengan normal tentunya ada factor-faktor apa saja yang kemudian
menimbulkan sehingga terhambatnya atau tidak optimalnya dari fungsi
legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten
polman.
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data
Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan
data dan mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan rumusan kerja seperti
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yang disarankan oleh data. 49 Pekerjaan analisis data dalam hal ini
mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan
mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan di lapangan,
gambar. Foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis
data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberpa tahapan dan langkah-
langkah sebagai berikut:
a.   Reduksi Data
Miles dan Hubermen mengatakan bahwa reduksi data diartikan
sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan teransformasi data kasar yang muncul dari catatan
tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-
hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. 50
b.  Display Data
Agar data yang telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti
maupun orang lain, Maka data tersebut perlu disajikan. Adapun bentuk
penyajianya adalah dalam bentuk naratif deskriptif (pengungkapan secara
tertulis). Tujuanya adalah memudahkan dalam mendeskripsikan suatu
peristiwa, sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan.51
c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
49 Muhajri Neong. Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 103.
50 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif, h. 92.
51 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 249.
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52 Menurut Miles dan Hubermen dalam Harun Rasyid,
mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah
upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan
pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali
kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan yang
kredibel. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang
telah diambil dengan data pembanding teori tertentu; melakukan proses
member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari
pelaksanaan pra Survey (orientasi), wawancara, observasi, dan
dokumentasi; dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai
hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil
penelitian ini dilakukan dengan trianggulasi. Triangulasi adalah tenik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan
lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara
bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu,
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (LEGISLATIF) Terhadap Pelayanan
Publik Dalam Penerapan Sistem Perizinan Di Kabupaten Polewali
52 Harun Rasyid. Metode Penelitian Kualitatif bidang Ilmu Sosial dan Agama, (Pontianak
STAIN Pontianak:  2000), h. 71.
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Mandar. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap
paham mengenai permasalahan penelitian ini.
Oleh karena itu, kesadaran rangkaian tahapan-tahapan penelitian
ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang
saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain,sehingga hasil
penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang
diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap
signifikan dengan data telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat
dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.
Tujuan dari triangulasi ini bukan untuk mencari kebenaran tentang
beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti
terhadap apa yang telah ditemukan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Daerah Polewali Mandar
Kabupaten Polewali Mandar dalam perjalanan sejarahnya cukup
panjang, dahulu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, daerah ini
merupakan bagian dari sebuah wilayah pemerintahan yang terbentang di
daerah pesisir bagian Barat laut Sulawesi Selatan sampai ke perbatasan
Sulawesi Tengah, wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah pemerintahan
Afdeling Mandar, dipimpin oleh seorang Asisten Residen. Wilayah
Afdeling Mandar tersebut terdiri dari empat onder afdeling, yaitu: Majene,
Mamuju, Mamasa dan Polewali. Dalam perkembangan selanjutnya,
setelah berakhir sistem pemerintahan Hindia Belanda, ditetapkan Undang-
undang nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi. Wilayah Afdeling Mandar dibagi menjadi tiga
wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali Mamasa, Kabupaten
Majene, dan Kabupaten Mamuju.Ketiga kabupaten tersebut secara
administratif masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.53
Kemudian, pada tanggal 11 Maret 2002, Kabupaten Polewali
Mamasa dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni bekas onder afdeling
Mamasa  menjadi sebuah kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa (Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa
dan Kota Palopo), kemudian pada tahun 2005 nama kabupaten induk
53 Pemerintah Kabupaten Polman, “Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten
Polman,” (Polman: Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten polman, 2017), h. 1.
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berubah menjadi Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan PP No.74
Tahun 2005.
Wilayah bekas Afdeling Mandar terdiri dari 5 (lima) kabupaten,
yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara serta Kabupaten Mamasa. Dengan
pertimbangan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,
maka pada tanggal 5 Oktober 2004, wilayah bekas Afdeling Mandar
tersebut dibentuk menjadi sebuah provinsi yang ke-33 berdasarkan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi
Sulawesi Barat, dengan menetapkan Mamuju sebagai Ibukota Provinsi.54
B. Letak Geografis
Kabupaten Polewali Mandar terletak 195 km’ sebelah Selatan
Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat, atau 250 km’ sebelah Utara
Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.Berada pada posisi
118o53’58,2” – 119029’35,8” Bujur Timur dan 03o40’00” – 3o32’5,28”
Lintang Selatan.




Letak Geografis dan Ketinggian dari Permukaan Laut











1 Tinambung 03030'10.3" 119001'36.6" 20
2 Balanipa 03030'08.9" 119002'48.0" 26







5 Alu 03025'36.6" 118059'34.0" 47
6 Campalagian 03028'13.2" 119008'26.0" 22
7 Luyo 03022'24.8" 119008'09.2" 28
8 Wonomulyo 03023'51.0" 119012'36.4" 15
9 Mapilli 03024'14.8" 119010'52.3" 21
10 Tapango 03019'18.2" 119014'54.2" 46
11 Matakali 03023'00.1" 119016'59.3" 24
12 Polewali 03024'27.2" 119018'33.5" 12
13 Binuang 03026'53.8" 119024'09.6" 14
14 Anreapi 03023'01.3" 119021'04.7" 42
15 Matangnga 03007'41.4" 119013'03.6" 314
16 Bulo 03013'50.1" 119009'06.6" 480
Sumber: Hasil Survey, Bappeda Kab.Polewali Mandar,55




Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo, batas wilayah
administrasi  Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut:
1. Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa
2. Timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang
3. Selatan merupakan Selat Makassar
4. Barat berbatasan dengan Kabupaten Majene
Gambar 1.1
Peta Administratif Kabupaten Polewali Mandar
Sumber:Bappeda Kab.Polewali Mandar, 2010
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D. Luas Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar 2.022,30 km2.
Secara administratif terdiri dari enam belas kecamatan, yaitu: Kecamatan
Tubbi Taramanu, Alu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Luyo,
Campalagian, Mapilli, Matangnga, Tapango, Wonomulyo, Matakali,
Anreapi, Polewali, Binuang serta Kecamatan Bulo. Dari enam belas
kecamatan tersebut, Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan
yang mempunyai wilayah terluas, yaitu sekitar ±356.95 km2, atau sekitar
17.38% dari luas wilayah kabupaten, sedangkan Kecamatan Tinambung
merupakan kecamatan yang mempunyai luas wilayah terkecil, yakni
sekitar 21.34 km2, atau sekitar 1.02% dari luas wilayah Kabupaten
Polewali Mandar.
Tabel 1.3
Luas Wilayah Kabupaten Polewali Mandar dirinci per Kecamatan
No. Kecamatan Luas (km2) Persentase(%) Desa Kelurahan
1 Tinambung 21.34 1.06 7 1
2 Balanipa 37.42 1.85 10 1
3 Limboro 47.55 2.35 10 1
4 Tubbi Taramanu 356.95 17.65 12 1
5 Alu 228.30 11.29 7 1
6 Campalagian 87.84 4.34 17 1
7 Luyo 156.60 7.74 10 1
8 Wonomulyo 72.82 3.60 13 1
9 Mapilli 86.80 4.29 11 1
10 Tapango 125.81 6.22 13 1
11 Matakali 57.62 2.85 6 1
12 Polewali 26.27 1.30 - 9
13 Binuang 123.34 6.10 9 1
14 Anreapi 124.62 6.16 4 1
15 Matangnga 234.92 11.62 6 1
16 Bulo 234.10 11.58 9 -
Jumlah 2,022.30 100.00 144 23
Sumber: Bappeda Kab.Polewali Mandar, 2010
77
1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Polman
Organisasi Pemerintah Kabupaten Polman telah disesuaikan
dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polman dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polman terdiri atas 2 (2) Asisten
dan 8 (delapan) Bagian dan dibantu kelompok Jabatan fungsional yaitu :
a. Sekretaris Daerah :
b. 1. Sekretaris daerah
2. Asisten :
a). Asisten Tata praja (asisten I) yang meliputi :
1). Bagian Tata Pemerintahan
2). Bagian hukum
3). Bagian Organisasi dan tata laksana
4). Bagian Bina Sosial.




4). Bagian Umum dan Perlengkapan
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Polman, baik atas dasar kewenangan pangkal maupun berdasarkan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, dengan Peraturan Daerah Nomor 7
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Tahun 2001, dibentuk Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polman, yang
terdiri dari :
1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Prasarana Wilayah
3. DinasPerhubungan
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Dinas Pendapatan Daerah
6. Dinas Pendidikan dan Pengajaran
7. Dinas Kopeasi, Usaha dan Menengah
8. Dinas Pertanahan
9. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10. Dinas Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
Pembentukan lembaga teknis daerah Kabupaten Polman
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun yang terdiri dari :
1. Badan Pengawas Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
4. Badan Kepegawaian Daerah
5. Badan Pengelola RSUD POLEWALI MANDAR
6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat
7. Kantor Pengelola Pasar
8. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya
9. Kantor Informasi dan Komunikasi
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10. Kantor Tenaga Kerja
11. Kantor Peternakan dan Perikanan
12. Kantor Kebakaran
13. Kantor Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikulturan
14. Kantor Tata Kota dan Bangunan
15. Kantor Kesatuan Bangsa
16. Kantor Kebersihan dan Pertamanan
17. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
18. Kantor Perumahan dan Pemukiman
19. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengelolaan Data Elektronik
20. Kantor Polisi Pamong Praja (POLPRA) dan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS).
21. Kantor Kesejahteraan Sosial.
2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Polman
Dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPRD Kabupaten
Polman telah menetapkan susunan dari Fraksi, Panitia Musyawarah,
Panitia Anggaran dan susunan Komisi-Komisi beserta Koordinator
Komisi-komisi DPRD Kabupaten Polman dalam Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polman dengan Nomor
27/DPRDII/5-2006.
Adapun Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Polman
adalah :
1. Fraksi Golongan karya;
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2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
4. Fraksi Bintang Demokrasi;
5. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
6. Fraksi Pembaharuan.
DPRD Kabupaten Polman terdiri dari 3 (Tiga) Komisi, yaitu :











o. Kesehatan / KB
p. Sosial
q. Kepemudahan dan Olah Raga
r. Prasarana Wilayah
s. Tata Kota.


































B. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Yang berhubungan dengan
Sistem Perizinan
Otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi
perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada Pemerintahan
Daerah. Otonomi daerah telah meletakkan kewenangan yang luas, nyata
dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang
diwujudkan dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya
nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.
Otonomi yang benar dalam hal ini terutama adalah mengakomodasikan
aspirasi yang secara riil ada di masyarakat dalam tindakan dan atau
kebijaksanaan secara nyata.
Seperti yang diutarakan kepala bidang Penanaman modal A.
Pamuji,SH,MH yaitu,
“87 izin peizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan
kewenangan yang diberikan bupati kepada kepala dinas
DPMPTSP dasar pelaksanannya peraturan PERBUB,No 8 tahun
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2017, tetang pelimphan kewenangan penandatanganan perizinan
dan non perizinan kepada kepala dinas DPMPTSP.”56
Di dalam kerangka otonomi daerah tersebut, berdasarkan
perspektif hukum (positif) harus diarahkan pada satu kata kunci yaitu
konsistensi. Konsistensi utama dan pertama-tama ditujukan terhadap asas
hukum baik yang dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan
dalam perspektif Asas Umum Pemerintahan yang baik (Prajudi,1978).
Asas hukum yang bersifat tersurat dan memang memerlukan penafsiran
lebih lanjut akan tetapi jika didasarkan pada persamaan persepsi terhadap
pemaknaan konsep yang utuh, tidak akan menimbulkan permasalahan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
mengatakan bahwa kewenangan daerah mencakup dalam bidang
pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik, luar negeri,
pertahanan kemanan, peradilan dan moneter dan fiskal serta kewenangan
lain.
Hj. Aslina Syamsuddin,M.si, Mengutarakan Bahwasannya semua
terkait dalam izin harus melalui Kantor Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
“Mengenai izin terbit di DPMPTSP semua proses pelaksanaan izin
tidk ada lagi terbit Di SKPD semua persyaratan harus masuk
DPMPTSP, Izin tetang IMB izinnya terbit Di DPMPTSP,tetapi
teknisnya di PU, pihak DPMPTSP sendiri tidak berani
memberikan izin jika tidak ada rekomendasi yang dikeluarkan
dinas PU, Semua proses perizinan tidak berani kami terbitkan kalo
56 A. Pamuji, SH,.MH. Kepala Bidan Penanaman Modal, Wawancara, Kantor Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,(DPMPTSP) Polewali Mandar.
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tidak ada rekomendasi dari teknis yang terkait atau dinas yang
terkait harus merekomendasi.”57
Selanjutnya kewenangan yang diberikan kepada daerah
Kota/Kabupaten akan dibatasi oleh kewenangan Pemerintah pusat di
bidang lainnya, seperti diatur didalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004, yaitu yang menyangkut :
1. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian
pembangunan secara makro
2. Kebijakan dana perimbangan keuangan;
3. Kebijakan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara;




6. kebijakan standarisasi nasional;
Di samping itu kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota
dibatasi pula oleh kewenangan daerah provinsi sebagaimana diatur dalam
Pasal 9 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta penjelasannya,
yaitu kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota dan
Kewenangan dalam bidang pemerintahahn tertentu lainnya.
57 Hj. Aslina Syamsuddin,M.si, Selaku Sekertaris,Wawancara, Kantor Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,(DPMPTSP) Polewali Mandar.
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Menurut Penjelasan Pasal 9 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang termasuk kewenangan bidang
pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota antara lain :
1. Kewenangan di bidang Pekerjaan Umum;
2. Kewenangan di bidang Perkebunan;
3. Kewenangan di bidang Kehutanan;
4. Kewenangan di bidang Perhubungan.
Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan bidang
pemerintahan tertentu lainnya adalah :
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro;
2. Pelatihan bidang tertentu alokasi sumber daya manusia potensial dan
penelitian yang mencakup wilayah propinsi;
3. Pengelolaan pelabuhan regional;
4. Pengendalian lingkungan hidup;
5. Promosi daging dan budaya pariwisata;
6. Penanganan penyakit menular dan hama tanaman;
7. Perencanaan tata ruang propinsi.
Dengan demikian, apabila semua daerah Kabupaten dan Kota
sudah dapat melaksanakan semua kewenangannya, maka kewenangan
yang tinggal pada daerah provinsi hanyalah kewenangan bidang
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta kewenangan
bidang tertentu lainnya sebagaimana telah dikemukakan di atas, disamping
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kewenangan sebagai wilayah administrasi yag dilimpahkan kepada
gubernur selaku wakil Pemerintahan Pusat di daerah.
Syarifuddin,SH,M.Si Menurut Kepala Bidang Pelayanan Informasi
Pengaduan dan Pendaftaran yaitu,
“apa apa saja yang menjadi prosedur yang sudah ditetapakan di
PERBUP terkait masalah izin, dan dijalankan oleh dinas
DPMPTSP, selaku penerbit izin di daerah Polewali Mandar.
Semua aturan dari pusat tapi ada daerah yang sudah
melaksanakan aturan itu ada daerah yang belum, macam kami ada
yang namanya regulasi izin ganguan, itu izin ganguan tidak di
gunakan lagi (memungut) tapi kita masi mengunakan memungut
karna masi ada PRDA nya, belum dicabut, ada daerah sudah tidak
menganukan karna PERDA nya sudah dicabut contoh daerah
banten, kalo mengenai izin usaha dia cukup menyediakan HO izin
ganguan dengan SIUB nya, sedangkan kita di dinas DPMPTSP
Polman mengunakan 3, tergantung daerah masing masing karna
adanya otonomi daerah.”58
Kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan aspek
kependudukan
dan aspek perekonomian membutuhkan suatu kewenangan yang lebih
besar di dalam pengelolaannya. Kewenangan daerah sebagaimana yang
ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 (c)
adalah bahwa penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada
Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dan, daerah otonomi adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten
dan Daerah Kota.
Kepala Bidang Penanaman modal  A. Pamuji,SH,MH, mengatakan bahwa,
58 Syarifuddin,SH,M.Si, Kepala Bidang Pelayanan Informasi Pengaduan dan
Pendaftaran,Wawancara, Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu,(DPMPTSP) Polewali Mandar.
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“Aturan sama dari pusat tapi pelaksanaannya berbeda
didaerah?SAYA bertanya mengenai hal UUD bahwasanya
pelaksanaannya harus sesuai UUD, dalam melaksanakan Pak andi
Pamuji menjawab DPMPTSP tetap berkiblat pada UUD, misalkan
PERPS 1997 tentang penyelenggaran terpadu 1 pintu yang itu kita
gunakan, tapi pelaksanaan didaerah berbeda dalam melaksanakan
tapi arahnya merujuk ke UUD, misalkan tadi saya kasi contoh kalo
dibanten itu untuk mengurus izin 2 yang keluar izin disitu HO dan
SIUB.”59
Kewenangan ini adalah berupa peraturan-peraturan daerah yang
menetapkan wewenang daerah untuk mengelola sumber daya nasional
yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab terhadap
kelestariannya.
Seperti yang diatas tentang kewenangan saya akan menjelaskan
sedikit Kepala Bidang Penanaman modal  A. Pamuji,SH,MH, mengatakan
bahwa,
“SIUB artinya surat izin perdagangan, sedangkan HO itu izin
ganguan, sedangkan kita disini kalo orang urus izin usaha 3 yang
keluar yaitu TDP tanda daftar perusahaan,HO izin ganguan,dan
SIUB surat izin perdagangan, dan sebenarnya itu harus dilihat
dari segi permohonanya orang yang bersangkutan karna itu
SIUB,bisa diberikan dalam hal jual beli ada jasa disitu. Kalo
terkait masalah jasa, izin ganguanya saja atau (HO), dan (TDP)
tanda daftar perusahaan. SIUB itu tidak boleh dikeluarkan kalo
kantor saja disitu, dan dia tidak menghasilkan apa-apa, karna
yang bisa diberikan SIUB orang yang menjual campuran itu harus
diberi SIUB karna didalam ada perdagangan, dan tidak perlu
dikasi TDP , tapi kita disini itu 3yang keluar.”60
Melalui kewenangan yang dimiliki daerah tersebut, yaitu pihak
eksekutif dan legislatif daerah menetapkan perda-perda. Bagian ini
mencoba untuk menginventarisasikan berbagai perda-perda yang mengatur
59 A. Pamuji,SH,MH, Kepala Bidan Penanaman Modal, Wawancara, Kantor Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,(DPMPTSP) Polewali Mandar.
60 A. Pamuji,SH,MH, Kepala Bidan Penanaman Modal, Wawancara, Kantor Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,(DPMPTSP) Polewali Mandar.
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tentang kewenangan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Polman
yang ada di dalam konteks menjalankan, mempertahankan dan
meningkatkan aspek tentang sistem perizinan dalam hubungannya dengan
pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman).
Ir. Abkar Abdullah,ST,M.Si Selaku Kepala Dinas PU mengatakan
kalo kita ingin mengurus IMB harus melalui Kantor Dinas PU,
“Yang pertama kalo kita mau mengurus IMB misalnya adek mau
mengurus IMB adek harus ke DMPTSP yang ada dilokasi, dekat
kantor bupati terus ada bertanya apa yang harus dilengkapi dalam
pengurusan IMB biasanya yang 1. Sertfikat tanah, sertifikat milik
dan membuktikan bahwa itu tanah ta, dan ke 2. PBB pajak bumi
dan bangunan yang ke 3. ada gambar kalo sudah lengkap disana
berkas baru dibawa kesini, ah kami selaku instansi teknis survai
lokasi adek secara tata ruang bisa tidak dibangun disitu, misalnya
ruko kita lihat sempadannya adek membangun didaerah jalan
mana misalnya kita lihat aturan jalan nasional jaraknya 17 M,
jalan gang atau lorong jaraknya sekitar 6M, kalo memang dari
HAS jalan itu sampe dibangunan masuk kategori aturan maka
kami dinas PU merekomendasikan IZIN nya jika sebaliknya tidak
sesuai aturan yang diberlakukan dinas PU maka batal. Kemudian
diperuntukan juga misalnya adek mau membangun hotel dan disitu
adalah daerah pemukiman padat , kami dari dinas PU menolak
dibangun karna ada yang tidak sesuai.”61
Adapun perda-perda yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Polman, antara lain yang yang mengatur kebijaksanan dan
prosedur yang berkaitan dengan sistem perizinan di Kabupaten Polewali
Mandar (Polman) adalah :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 6 Tahun 1998 Tentang
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
61 Abkar Abdullah,ST,M.Si, Kepala Dinas PU, Wawancara, Kantor Dinas PU, Polewali
Mandar.
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2. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 23 Tahun 1998 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kabupaten Polman.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 25 Tahun 1998 Tentang
Retribusi Izin Gangguan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 2 tahun 2001 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polman Tahun 2001, persetujuan DPRD
Nomor 5/DPRD-II/5-2001 tanggal 29-3-2001, diundangkan dalam
Lembaran Daerah No.2 Seri D tanggal 5-4-2000.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polman Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Izin
Tempat Usaha.
6. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pengelolaan
& Pengusahaan Burung Walet, persetujuan DPRD Nomor 22/DPRD-II/5-
2000 tertanggal 7-9-2000, diundangkan dalam Lembaran Daerah No.3 Seri
B tanggal 14-9-2000.
7. Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2001 tentang Retribusi Pemeriksaan
Limbah Cair Industri, persetujuan DPRD Nomor 27/DPRD-II/5-2001,
tertanggal 7-9-2001, diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 12 Seri B
tanggal 14-12-2001.
8. Keputusan Bupati Polewali Mandar (Polman) Nomor 503.640-
223/SK/2000 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Polman
Daerah Kabupaten Polman Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan.
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9. Keputusan Bupati Nomor 503.640-223/SK/2000 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Polman Daerah Kabupaten Polewali Mandar
(Polman) Nomor 23 Tahun 1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan ini juga didukung dengan adanya Ketetapan Tarif Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Kabupaten Polman Nomor 503.648-
611 Tanggal 20 Maret 2000.
10. Keputusan Bupati Polewali Mandar (Polman) Nomor 620-252/SK/2000
Tentang Penetapan Kelas Jalan, Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Garis
Sempadan Bangunan (GSB) untuk izin Mendirikan Bangunan dalam
Kabupaten Polewali Mandar.
11. Keputusan Bupati Polewali Mandar (Polman) Nomor 020-251/SK/2000
Tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan dalam Kabupaten Polewali
Mandar.
C. Pengawasan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (POLMAN) Dalam
Penerapan Sistem Perizinan
Tugas dan tanggung jawab anggota DPRD pada masa kini dan
mendatang semakin berat dan kompleks. Seperti diketahui bahwa DPRD
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang legislasi, budgeting dan
controling, dimana ketiga point tersebut harus dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.62
Salah satu fungsi DPRD adalah dengan menerbitkan peraturan
daerah yang sesuai dengan nilai-nilai yang strategis yang tentunya
62 DPRD Kabupaten Polman, Laporan Proses, Kerjasama DPRD Kabupaten Polman dan
Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Lokakarya Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD
Kabupaten Polman, , (Jakarta : 22-25 Februari 2007), hal. 1.
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bermuara pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan
semangat kemandirian lokal. Dalam rangka peningkatan PAD di daerah
Kabupaten Polman, hal yang sangat penting segera dibenahi adalah
mengenai sistem perizinan yang telah ada di Kabupaten Polman, dimana
dalam hal ini diperlukan sebuah penggodokan dan pengawasan dari DPRD
agar penerapan perizinan tersebut berjalan dengan baik khususnya
terhadap perda-perda yang berkaitan dengan perizinan di Kabupaten
Polman. Komisi yang bertanggung jawab terhadap perizinan adalah
Komisi C DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
Adapun bentuk fungsi dari DPRD Kabupaten Polman dalam
pengawasan penerapan sistem perizinan di Kabupaten Polman adalah :
1. Pembuatan Produk Peraturan Daerah Yang Berkaitan dengan Sistem
Perizinan.
Fungsi DPRD Kabupaten Polman dalam pengawasan penerapan
sistem perizinan dapat dilihat dari pembuatan produk peraturan daerah
yang berkaitan dengan sistem perizinan. Melihat dari perkembangan
pembangunan dari segala aspek Kabupaten Polman, maka DPRD
Kabupaten Polewali Mandar mempunyai Pengawasan yang sangat vital
untuk mendukung program pembangunan tersebut.
Menurut Ketua Komisi 3 atau C, Rusdi M, SE. mengatakan bahwa,
“Salah satu Pengawasannya adalah dengan menerbitkan
peraturan daerah yang mengatur tentang sistem perizinan. Dalam
pembuatan perda tentang perizinan tersebut DPRD Kabupaten
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Polman dalam perumusannya harus mengarah kepada terciptanya
kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.”63
“Dimana ruang lingkup materi Peraturan Daerah Kabupaten
Polman tidak bisa dilepaskan dari kedudukannya dalam konteks
peraturan perundang-undangan dan juga fungsinya yang melekat
dengan konsepsi (asas) desentralisasi yang menghadirkan otonomi
dan sekaligus daerah otonom. Artinya, kedudukan peraturan
daerah adalah bagian dari sistem peraturan perundang-undangan
yang secara hierarki pada level bawah, dan fungsinya adalah
menyelenggarakan otonomi daerah.”64
Pembentukan suatu Perda harus berdasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang terdiri
dari:
1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.65





63 Rusdi M, SE,Ketua Komisi 3 atau C,Wawancara, Kantor DPRD Polman
64 Rusdi M, SE,Ketua Komisi 3 atau C,Wawancara, Kantor DPRD Polman
65 Pasal 137 UU No.32 Tahun 2004.
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5. bhinneka tunggal ika;
6. keadilan;
7. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
8. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
9. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.66
Dari berbagai asas tersebut dapat disimpulkan bahwa Perda yang
baik itu adalah yang memuat ketentuan, antara lain:
1. memihak kepada kepentingan rakyat banyak;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
3. berwawasan lingkungan dan budaya.67
Kemudian dalam pembuatan perda tentang perizinan DPRD
Kabupaten Polman harus memperhatikan beberapa aspek agar tercipta
perda yang aspiratif dan berkualitas di bidang perizinan. Ada 5 (lima)
aspek yang diperhatikan dalam pembuatan perda dimaksud, yaitu :
1. Aspek Filosofis
Yaitu berlandaskan pada kebenaran dan citarasa keadilan serta
ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan
supremasi hukum. Aspek sosiologis harus kuat karena aspek ini adalah
sebagai titik tolak pembentukan perda, apalagi perda yang berkaitan
dengan perizinan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat
banyak.
2. Aspek Sosiologis
66 Pasal 138 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004.
67 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 133.
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Munculnya harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks kebutuhan
sosial masyarakat setempat. Setiap perda harus ada naskah akademik yaitu
latar belakang (filosofis, yuridis, dan sosiologis), ada tujuan yang jelas,
memuat materi pokok, hal-hal yang ingin diatur jangkauannya apa.
3. Aspek Yuridis
Menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Perda berada dalam
hierarki tingkat perundang-undangan yang paling bawah, karena itu dalam
membentuk perda anggota DPRD harus mengetahui peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
4. Aspek Ekologis
Berorientasi pada kelestarian alam, pembangunan berkelanjutan
dan keadilan antar generasi dalam mengelola sumber daya alam sehingga
peraturan daerah yang dibuat tetap memperhatikan aspek-aspek
pengelolaan lingkungan hidup.
5. Aspek Substansi
Memuat gagasan pengaturan suatu materi yang telah ditinjau
secara holistic dan futuristik dan dari berbagai aspek ilmu. Kemudian
secara komprehensif perda tersebut harus memuat beberapa hal, yaitu :
1. Substansi (Substance) Perda harus memperhatikan dan memuat aspek
filosofis, sosiologis, yuridis, ekologis dan substansi secara ilmiah.
95
2. Kelembagaan (Structure) Perda harus mengatur mengenai kelembagaan
dan aparat penegak hukum yang menjadi bagian terpenting dari penegak
hukum yang diatur dalam produk hukum daerah.
3. Budaya Hukum (Culture) Perda harus juga memperhatikan,
mengakomodir, dan tidak bertentangan dengan kebudayaan masyarakat,
lebih baik lagi jika perda mengangkat kearifan masyarakat adat, agama
dan lokal khususnya budaya penataan hukum masyarakat.68
Hj. Juanda, SE, Anggota komisi 3,atau C menuturkan bahwasannya,
“Kemudian masyarakat juga mempunyai hak untuk memberikan
masukan dalam proses pembentukan suatu Perda, baik secara
lisan maupun secara tulisan. Keterlibatan masyarakat dimulai dari
proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan
Perda, Penggunaan hak masyarakat ini dalam pelaksanaannya
diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.”69
Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD berdasarkan hak
inisiatif, dan dapat pula berasal dari Gubernur atau Bupati. Apabila dalam
suatu masa persidangan, DPRD dan Gubernur atau Bupati menyampaikan
rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah
rancangan yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan yang
disampaikan Gubernur atau Bupati digunakan sebagai bahan untuk
diperbandingkan. Mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda
yang berasal dari Gubernur atau Bupati, diatur dengan Peraturan
Presiden.70
68 Ibid, hal. 65.
69 Hj. Juanda, SE, Anggota komisi 3,atau C, Wawancara, Kantor DPRD Polman.
70 Lihat, Pasal 140 UU No.32 Tahun 2004.
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Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan oleh
anggota komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang
khusus menangani bidang legislasi. Tata cara mempersiapkan rancangan
Perda yang merupakan hak inisiatif DPRD diatur dalam Peraturan Tata
Tertib DPRD.71
Dalam rangka sosialisasi dan publikasi rancangan Perda yang
berasal dari DPRD, penyebarluasannya dilakukan oleh Sekretariat DPRD,
sedangkan penyebarluasan rancangan Perda yang berasal Gubernur atau
Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.72
Dalam rancangan Perda tentang perizinan DPRD Kabupaten
Polman dapat memasukkan dan memuat sanksi agar dapat berfungsi secara
efektif, yaitu berupa :
1. pembebanan biaya paksaan, penegakan hukum, seluruhnya atau
sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
2. pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. ancaman pidana atau denda selain dari yang telah disebutkan di atas
sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya.73
Kemudian dalam proses penetapan suatu Perda DPRD Kabupaten
Polman harus melakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:
71 Lihat, Pasal 141 UU No.32 Tahun 2004.
72 Lihat, Pasal 142 UU No.32 Tahun 2004.
73 Lihat, Pasal 143 UU No.32 Tahun 2004.
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1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan
Gubernur atau Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada
Gubernur atau Bupati, untuk ditetapkan sebagai Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur
atau Bupati, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari,
terhitung sejak tanggal persetujuan bersama diberikan.
3. Rancangan Perda dimaksud ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati,
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut mendapat
persetujuan bersama.
4. Apabila rancangan dimaksud tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, rancangan Perda tersebut sah
menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam
Lembaran Daerah.
5. Cara pengundangan sebagaimana dimaksud pada point 4 di atas, adalah
dengan mencantumkan kalimat pengesahannya pada halaman terakhir
Perda yang bersangkutan, yang berbunyi “Perda ini dinyatakan sah” dan
diundangkan sebagaimana mestinya dengan memuatnya dalam Lembaran
Daerah.74
Perda yang sudah ditetapkan atau dinyatakan sah disampaikan
kepada pemerintah pusat selambat-lambatnya tujuh hari setelah ditetapkan.
Apabila Perda dimaksud ternyata bertentangan dengan kepentingan
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat
74 Lihat, Pasal 144 UU No.32 Tahun 2004.
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dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pembatalan Perda tersebut ditetapkan
dengan Peraturan Presiden dan dilakukan dalam tenggang waktu paling
lama enam puluh hari sejak diterimanya Perda tersebut. Kepala Daerah
yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan
pembatalan harus memberhentikan pelaksanaan Perda tersebut dan
selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda tersebut.
Apabila pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima
keputusan pembatalan perda tersebut, dengan alasan yang dapat
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah yang
bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
Seandainya keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
Peraturan Presiden tentang pembatalan Perda dimaksud dinyatakan tidak
berlaku.75
Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama (3) hari disampaikan
kepada Gubernur untuk dievaluasi. Gubernur menyampaikan hasil
evaluasinya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Apabila hasil
evaluasi Gubernur menyatakan sudah sesuai dengan kepentingan umum
dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati
menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati,
sementara apabila Gubernur menyatakan belum sesuai, maka Bupati
75 Lihat, Pasal 145 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004.
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melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
hari.76
Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak
daerah dan retribusi daerah menjadi Perda harus dikoordinasikan terlebih
dahulu dengan Menteri Keuangan.77
Untuk melaksanakan suatu Perda, Kepala Daerah berdasarkan
kewenangan yang diberikan undang-undang, menetapkan peraturan kepala
daerah. Sebagaimana Perda, peraturan kepala daerah juga tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Peraturan kepala daerah baru mempunyai
kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam Berita
Daerah oleh Sekretaris Daerah.78
Perda dan peraturan kepala daerah akan dapat berfungsi secara
efektif jika dilakukan hal-hal berikut ini:
1. Mensosialisasikan perda dan peraturan kepala daerah dengan
menyebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat, terutama stake holders
yang bersangkutan.
2. Melakukan upaya penegakan hukum khusus perda.
A.jamar,S.pd,M.pd Anggota Komisi 2,atau B mengatakan,
“Untuk itu, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang
berpedoman kepada peraturan pemerintah. Satuan Polisi Pamong
Praja disamping bertugas menyelenggarakan ketertiban umum dan
76 Lihat, Pasal 186 UU No.32 Tahun 2004.
77 Lihat, Pasal 189 UU No. 32 Tahun 2004.
78 Di dalam UU No.32 Tahun 2004, peraturan kepala daerah disebut dengan  nama
keputusan kepala daerah, yang pada dasar nya sama.
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ketentraman masyarakat, juga bertugas melakukan upaya
penegakan hukum, khususnya pelaksanaan Perda.”79
Kemudian diperlukan juga pengaturan tentang Penyidikan dan
penuntutan terhadap pelanggaran Perda dilakukan oleh pejabat penyidik
dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu
penyidik dari Polri dan penuntut dari Kejaksaan. Di samping itu, melalui
Perda dapat pula ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam
Perda.80 Menurut Bapak Reza Dwi Septiady, SH.MH, Anggota Komisi 2
atau B, mengatakan bahwasannya,
“Sebagaimana produk hukum pada umumnya, Peraturan Daerah
tentu akan banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik
pemegang kekuasaan di daerah, khususnya produk hukum seperti
masalah perizinan yang diberlakukan di daerah. Dari sudut
efektifitas fungsinya, bisa saja terjadi Peraturan Daerah mengenai
suatu perizinan cenderung menjalankan fungsi instrumental hukum
semata sehingga produk hukum yang dilahirkan semakin tidak
otonom dari pengaruh kepentingan.”81
Berikut ini skema dari pembuatan Peraturan Daerah yang
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Polman sesuai dengan ketentuan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
79 A.Jamar,S.pd,,M.pd., Anggota Komisi 2,atau B, Wawancara, Kantor DPRD Polman.
80 Lihat, Pasal 149 UU No.32 Tahun 2004.
81 Reza Dwi Septiady, SH.MH, Anggota Komisi 2 atau B,Wawancara, Kantor DPRD
Polman.
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SKEMA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
Skema : Pembuatan Perda Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004.
Kemudian kewenangan yang dimiliki oleh DPRD adalah dengan membuat
Raperda Inisiatif. Berikut ini tahap Penyusunan dan Pengawasancangan Raperda
Inisiatif yang akan diterbitkan oleh DPRD, yaitu :
1. Beberapa pertimbangan untuk memilih Raperda Usul Inisiatif, yaitu :
a. Memilih Raperda yang dinilai kurang memiliki bobot politis, yang
potensial menimbulkan banyak pertentangan antar fraksi atau
partai;
b. Memilih Raperda yang menurut anggota Dewan betul-betul
berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, terutama
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c. Memilih Raperda yang menjadi concern bersama anggota Dewan;
d. Memilih Raperda yang secara substansial tidak terlalu bersifat
teknis.
2. Tahap Penyusunan dan Pengawasancangan Raperda Inisiatif, yaitu :
Tahap I
a. Menetapkan Raperda yang akan dirancang (atas permintaan
anggota atau komisi dewan yang didasarkan pada prolega);
b. Permintaan asistensi oleh pemrakarsa;
c. Sekretatriat Pengawasancangan membentuk tim asistensi yang
terdiri dari para ahli yang terkait dengan materi;
d. Diskusi awal tim asistensi dengan pemrakarsa mengenai gambaran
umum materi raperda.
Tahap II (Penyusunan Draf I)
a. Tim kerja melakukan pengkajian atau penelusuran informasi;
b. Merancang naskah akademik, ada latar belakang, tujuan, ruang
lingkup yang ingin diatur dan ada jangkauannya.
c. Merancang Draft I
d. Menyampaikan/presentasi Draft I kepada anggota.komisi
pemrakarsa.
Tahap III (Penyusunan Draft II)
a. Sosialisasi dan public hearing dalam rangka diskusi dengan publik
atau dengan pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun
LSM dan perguruan tinggi;
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b. Perbaikan Draft I;
c. Penyelesaian Draft II
d. Presentasi Draft II (hasil diskusi publik atau masukan masyarakat)
kepada pemrakarsa;
Tahap IV (Penyusunan draft III)
a. Penyempurnaan draft berdasarkan diskusi publik dan masukan
pemrakarsa;
b. Perbaikan teknis Pengawasancangan
c. Penyusunan Penjelasan Umum dan Pasal demi Pasal;
d. Draft III selesai disusun;
e. Persiapan persyaratan administratif pengajuan raperda
penandatangana pengusul, pembuatan penjelasan pengusul dan
penyampaian usul inisiatif kepada dewan.
Tahap V (Pembahasan Raperda berdasarkan Mekanisme Tata Tertib)
a. Proses persetujuan menjadi Raperda usul inisiatif;
b. Pembahasan Raperda Inisiatif.
3. Tahap Pembahasan Raperda Inisiatif, yaitu :
Pembicaraan Tahap I
Penjelasan dalam rapat paripurna oleh pimpinan komisi/rapat
gabungan komisi/panitia khusus atas nama DPRD terhadap raperda usul
inisiatif;
Pembicaraan Tahap II
a. Pendapat Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap raperda;
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b. Jawaban pimpinan komisi/rapat gabungan komisi/panitia khusus atas
nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah;
Pembicaraan Tahap III
Pembahasan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi/panitia
khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk
Kepala Daerah;
Pembicaraan Tahap IV
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
1). Laporan hasil pembicaraan tahap III;
2). Pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan
sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.
Pengawasan DPRD sekarang ini sangat kuat sekali, bahkan di UU
No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa
Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dengan Pemerintah
Daerah apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari tidak ditetapkan oleh





Dari uraian dalam tulisan ini, maka dapatlah diberikan kesimpulan
demi menjawab permasalahan, yaitu :
1. Kedudukan dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi diwujudkan dalam
pembuatan peraturan daerah yang merupakan kebijakan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah sekaligus merupakan salah satu unsur untuk
melaksanakan fungsi kontrol resmi terhadap Pemerintah Daerah agar
pelaksanaan tugas pemimpin pemerintahan di daerah berjalan dengan baik
dan lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di
daerahnya. Kewenangan DPRD ini merupakan upaya menciptakan
pemerintahan yang bersih dan kuat serta untuk menampung aspirasi
masyarakat secara lebih cepat dan tepat sebagai prasyarat untuk dapat
melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan
baik dalam rangka otonomi daerah. DPRD dalam otonomi daerah berubah
menjadi mitra sejajar pemerintah dan sekaligus pihak yang mengawasi
pemerintah daerah.
2. Pengawasan DPRD Polewali Mandar dalam penerapan sistem perizinan
adalah dengan melakukan pembuatan produk peraturan daerah dan
pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan
sistem perizinan. Pengawasan dari DPRD Kabupaten Polman sebagai
upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan semangat
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kemandirian lokal dalam pembangunan dengan tujuan agar terciptanya
kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Komisi yang
bertanggungjawab terhadap perizinan adalah Komisi C DPRD Polewali
Mandar.
B. Implikasi
Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian maka Penulis dapat
memberikan saran-saran, yaitu :
1. Agar DPRD Kabupaten Polman melakukan pengawasan terhadap
penerapan peraturan yang sudah ada dan kegiatan-kegiatan masyarakat
Kabupaten Polman yang belum diatur dalam peraturan daerah.
2. Agar DPRD Kabupaten Polman segera menerbitkan peraturan daerah
terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum di atur dan yang
berkaitan dengan retribusi perizinan di Kabupaten Polman serta secara
rutin melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap
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